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ABSTRAK

Nama/NIM : Mira Yulia Elika/160101057

Fakultas/Prodi : Syari’ah & Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Menurut Pendapat Muhammad Abu
Zahrah

Tanggal Munagasyah : 31 Agustus 2020

Tebal Skripsi : 67 Halaman

Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I1 : M. Igbal, MM

Kata Kunci : Wasiat, Wajibah.

Para ulama tidak padu dalam menelaah apakah hukum wasiat yang wajib itu
masih ada atau tidak. Di samping itu, beda pendapat juga masuk dalam ranah
kepada siapa sebenarnya hak harta wasiat wajibah itu diberikan. Oleh sebab itu,
persoalan tema ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh dalam sudut pendapat
ketokohan pendapat Muhammad Abu Zahrah. Permasalahan yang diangkat
adalah bagaimana pandangan dan dalil-dalil dan metode istinbat hukum yang
digunakan Muhammad Abu Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat wajibah?,
serta bagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah wasiat wajibah ditinjau
dalam konteks kekinian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan
data perpustakaan (/ibrary research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menurut Muhammad Abu Zahrah, pada asalnya wasiat dilaksanakan sebagai
ikhtiyariyah atau pilihan. Hukum asal wasiat adalah boleh, bisa beralih kepada
sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Khusus hukum wasiat wajib (wajibah),
ditetapkan kepada dua pihak, yaitu untuk cucu yang kematian ayahnya lebih
dahulu yang terhalang mendapatkan warisan kakeknya. Kemudian ahli kerabat
lainnya dengan syarat terhalang mendapatkan warisan atau mahjub, dan ahli
kerabat tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Dan dalil-dalil yang
digunakan Muhammad Abu Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat wajibah
merujuk pada ayat Alquran dan hadis. Ketentuan Alquran yaitu merujuk pada
QS. al-Baqarah [2] ayat 180-182, yang memberikan informasi hukum bahwa
diwajibkan bagi siapa saja yang ada tanda kematian untuk dapat berwasiat
kepada orang tua dan ahli kerabat. Kemudian, Abii Zahrah merujuk kepada dalil
hadis riwayat al-Bukhari dari Nafi dan dari Abdullah bin Umar. Hadis ini
menjelaskan bahwa ada keharusan membuat wasiat dan menulisnya di dalam
catatan wasiat kepada ahli kerabat. Komentar Abti Zahrah terhadap dalil-dalil
tersebut menunjukkan bahwa metode istinbat yang digunakan ialah metode
istinbat bayani, yaitu melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode ini
tampak pada saat Abii Zahrah menganalisa lafaz “_s” yang menunjukkan pada

amr atau perintah yang bermakna fardhu. Kemudian, jumlah lafaz “ e . &7

sebagai lafaz yang mengandung indikasi wajib. Serta pendapat Muhammad Abi
Zahrah menyangkut hukum wasiat wajibah telah sesuai dengan konteks hukum



kekinian. Pendapat Abii Zahrah tersebut secara prinsip dapat diterapkan bahkan
dikembangkan dalam konteks hukum saat ini. Sebab, cukup banyak saudara atau
karib kerabat yang kematian salah satu dari anggota keluarganya terhalang
mendapatkan bagian warisan, padahal kondisi ekonominya tergolong lemah.
Untuk itu, pendapat Abii Zahrah ini menjadikan hukum wasiat wajibah bisa
dikembangkan dalam pembangunan sistem hukum keluarga Islam kontemporer.
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Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah
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salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat
perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia
untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu
pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan
judul: “Wasiat Wajibah Menurut Pendapat Muhammad Abua Zahrah”.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak
terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril
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berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis
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menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis
dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya
penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq,
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sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga
mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan,
kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala
Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan
pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya
Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua
pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka
penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada
teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan
dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang
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Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih
sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat
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Penulis,

Mira Yulia Elika

viii



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan

No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
. t dengan
Lo " BN RN
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 - B VY = z titik di
bawahnya
3 < T YA g ¢
s dengan
4 | & S titik di o B gh
atasnya
5 d J AR = f
h dengan
6 C h titik di AR a q
bawahnya
7 d kh YY 4 k
8 3 D Yy 1
9 3 V4 z dengan v P m

X




titik di
atasnya
10 J R Yo O
11 J A 3
12 o Yv >
13 | sy YA &
s dengan
14 | oe titik di AR ]
bawahnya
d dengan
15 | o= titik di
bawahnya

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan

Nama

Gabungan




Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya Ai
FRRS Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Jds = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
@& Fathah dan alif atau ya A
SO Kasrah dan ya I
50 Dammah dan wau U
Contoh:
6 = gala
) =rama
38 = gila
3% = yagalu

4. Ta Marbutah (¢)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (%) hidup
Ta marbutah ( %) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( 3) mati

X1



Ta marbutah ( %) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Q&) A3 raudah al-atfal/ raudatul atfal
5ol &aad) ; al-Madimah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FEC Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu kajian hukum yang tidak terpisahkan dalam
kajian hukum keluarga Islam. Para ulama menempatkan tema ini bersamaan
dengan tema-tema penting warisan. Wasiat berkaitan erat dengan
pendistribusian harta yang dilegalkan dalam Islam. Kedudukannya dalam ranah
hukum menjadi satu anjuran, sebab dalam pelaksanaannya terdapat unsur saling
tolong menolong atau dalam istilah fikih disebut dengan fa’awwiin. Anjuran
mewasiatkan harta ini telah diakui oleh para ulama, bahkan kedudukannya
disyariatkan berdasarkan Alquran,' Sunnah, dan ljmak ulama.?

Wasiat merupakan pemberian yang menjadi kepemilikan yang
disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan tabarru’
(kebaikan tanpa menuntut imbalan), hal ini berbeda dengan hibah. Jika hibah
berlaku sejak pihak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh
yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal
duniat.’ Intinya bahwa wasiat boleh dibacakan saat masih hidup, sementara
realisasi pendistribusian hartanya wajib dilakukan ketika pewasiat itu meninggal
dunia. Hal ini berlaku barangkali karena dalam Islam sendiri ditetapkan wasiat
itu boleh dibatalkan oleh pemberi wasiat dengan syarat ia masih hidup. Ketika ia
sudah meninggal, maka wasiat tetap berlaku dan wajib direalisasikan.’ Oleh
karena itu, syarat supaya harta wasiat dilaksanakan setelah meninggal sejalan

dengan hukum kebolehkan membatalkan wasiat itu sendiri.

'QS. al-Baqarah [2]: 180.
’Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaukina), Jilid 5, (Jakarta:
Rapublika, 2018), him. 453.

*Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), him. 353-354.

*Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Syafi T al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul
Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), him. 386.



Salah satu tema penting dalam kajian wasiat adalah wasiat wajibah.
Term “wasiat wajibah” dimaknai sebagai kebijakan yang dilakukan penguasa
atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi
putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan
kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.’ Legalitas hukum
wajib wasiat atau wasiat wajibah ini bertolak dari ketentuan QS. al-Baqarah [2]

ayat 180:
Sl GVl AU ol s 35 o) &0 180T s 13y (S o
(ae oAl Gl e s

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan

3

xi\\ \

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat
untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 180).

Lafaz “%de <£” menjadi acuan bahwa ada hukum yang menunjukkan

wajib wasiat untuk kalangan tertentu, yang dimaksudkan oleh ayat tersebut yaitu

13

kepada “5u#¥; 44l &4, yaitu kepada orang tua dan kaum kerabat. Ayat ini

memang masih bersifat umum, sehingga dikhususkan oleh salah satu hadis
riwayat Abli Dawud dari Abd al-Wahhab bin Najdah, yang menyatakan tidak

diberikan wasiat kepada ahli waris:

/\UAC“HNJJ.\.} U.GJU:GJ\LJJ};A;UJULQ}“:X:CLJ.X}
W s 5 o o8 Jarf B4l Oy ok oo e Al Jo b 25 e

L sl ) g

2
C £
FAVIV

Telah menceritakan kepada kami Abd al-Wahhab bin Najdah, telah
menceritakan kepada kami Ibn ‘Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya
mendengar Abii Umamah, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

°Kementerian Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di
Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 267.

SAbi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 324-325.



“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang
memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Abt Dawud).

Pendapat ulama tentang hukum wasiat wajibah ini ditemukan perbedaan
yang cukup signifikan terdapat tiga pendapat. Pertama seperti pendapat yang
diambil oleh al-Zuhri, Abii Mijlaz, dan Ibn Hazm, yang mewajibkan wasiat
kepada siapa saja yang memiliki harta semasa hidupnya. Kedua pendapat yang
diambil oleh Masriq, ‘lyyas, Qatadah, dan Ibn Jarir, yang mewajibkan wasiat
kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat hak warisan.
Ketiga, pendapat ini diambil oleh empat imam mazhab yaitu Imam Abi
Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al-Syafi’1, dan Imam Ahmad bin Hanbal,
serta dipegang pula oleh ulama Zaidiyyah ada pula ulama yang berpandangan
wasiat itu tidak ada yang wajib, baik untuk orang-orang yang disebutkan oleh
pendapat pertama, atau kepada orang-orang yang disebutkan pada pendapat
kedua.”

Paparan pendapat di atas menunjukkan ulama tidak padu dalam
menelaah apakah hukum wasiat yang wajib itu masih ada atau tidak. Di samping
itu, beda pendapat juga masuk dalam ranah kepada siapa sebenarnya hak harta
wasiat wajibah itu diberikan. Oleh sebab itu, persoalan tema ini tentu menarik
untuk dikaji lebih jauh dalam sudut pendapat ketokohan, dan di sini peneliti
hendak menelaah pendapat Muhammad Abti Zahrah, merupakan satu ulama
abad ke-19 yang berafiliasi ke dalam mazhab Imam Abu Hanifah.

Menurut Abii Zahrah, eksistensi wasiat wadjibah itu masih tetap berlaku
hingga saat ini. Dalam beberapa literatur yang ia tulis, seperti dalam Syarh
Qanun al-Wasiyyah, Abi Zahrah menyatakan bahwa hukum wasiat wajibah itu
adalah berpijak pada peraturan perundang-undangan atau qanun, yaitu berupa

kewajiban memberikan harta kepada anak yang kematian ayah dan ibunya yang

"Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid, V, (Penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syaugina),
(Jakarta: Republika Penerbit, 2017), him. 457.



diambil dari harta kakeknya.! Dalam kesempatan yang sama, ia juga
mengatakan pada asalnya hukum wasiat itu wajib kepada anggota kerabat yang
tidak mendapatkan bagian warisan.” Sementara hukum asal dari wasiat itu bukan
wajib, tetapi ikhtiyariyyah atau pilihan.'® Hukum wasiat wajibah ini berlaku
kepada anak-anak yang kematian orang tuanya lebih dulu. Pada masalah ini,
seorang anak yang kematian orang tuanya tidak mendapatkan bagian warisan
dari kakeknya.'' Hak wasiat wajibah ini tetap diberlakukan kepada kerabat yang
secara ekonomi dipandang lemah, dan kerabat itu tidak mendapatkan hak bagian
warisan dari pewaris yang meninggal dunia.'

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa meski hukum wajib
wasiat tidak lagi diberikan kepada orang tua dan kaum kerabat, namun demikian
Abiu Zahrah justru mengajukan perluasan hukum wasiat wajibah, di mana
memungkinkan dimuat dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah
untuk dapat memaksa menyalurkan dana wasiat kepada pihak-pihak tertentu,
terkhusus pada harta seorang kakek yang diberikan kepada cucu yang kematian
orang tuanya terlebih dahulu, juga kepada anggota kerabat yang tidak memiliki
hak warisan.

Pendapat Abtui Zahrah tersebut di atas menarik dikaji dalam beberapa
alasan dan pertimbangan. Pertama, Abu Zahrah merupakan ulama yang masuk
dan berafiliasi dengan mazhab Hanafi, hanya saja Abli Zahrah cenderung tidak
terikat dengan pendapat mazhabnya yang tidak mewajibkan wasiat kepada siapa
pun, termasuk kepada kerabat yang tidak memiliki hak waris, atau kepada cucu

yang kematian ayah ibunya lebih dahulu. Kedua, menarik untuk ditelaah alasan-

*Muhammad Abii Zahrah, Syarh Qaniin al-Wasiyyah, (Kairo: Maktabah al-Anjala al-
Misriyyah, 1950), him. 198.

9Muhammad Abi Zahrah, Syarh..., hlm. 221.

10Muhammad Abu Zahrah, Ahkam al-Tirkat al-Mawaris, (Kairo: Dar al-Fikr al-°Arabi,
1963), him. 244.

"Muhammad Aba Zahrah, Tanzim al-Islam li al-Mujtama’, (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1965), him. 138-139.

Muhammad Abu Zahrah, Syarh..., hlm. 221.



alasan hukum yang dibangun oleh Abu Zahrah sehingga hukum wasiat wajibah
itu masih tetap ada hingga saat ini, meskipun secara dalil syarak sudah tidak
berlaku lagi. Ketiga, menarik pula untuk ditelaah lebih jauh apa sebetulnya
metode penalaran yang digunakan Abu Zahrah dalam membangun hukum
wasiat wajibah, penemuan penalaran hukum ini tentu akan dilihat sejauh mana
dalil-dalil yang mengikat sehingga wasiat wajibah itu berlaku, dan apakah
termasuk dalam penalaran sisi kebahasaan (bayaniyah), pencarian ‘illat atau
sebab hukum (ta liliyah atau giydasiyah), atau masuk dalam kerangka penemuan
dalil-dalil umum yang mewakili keberlakuan wasiat wajibah itu sendiri
(istislahiyah).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk
meneliti lebih jauh pendapat Abii Zahrah dengan judul: “Wasiat Wajibah
Menurut Pendapat Muhammad Abua Zahrah”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan gambaran masalah yang telah dikemukakan pada
latar belakang sebelumnya, maka terdapat beberapa isu penting yang menjadi
perhatian penelitian dalam masalah ini, dengan pertanyaan yang diajukan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan Muhammad Abu Zahrah tentang wasiat wajibah?
2. Bagaimana dalil-dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan

Muhammad Abt Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat wajibah?

3. Bagaimana pendapat Muhammad Abt Zahrah wasiat wajibah ditinjau dalam

konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji
dengan beberapa tujuan, yaitu:
1. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Abii Zahrah tentang wasiat

wajibah



2. Untuk mengetahui dalil-dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan
oleh Muhammad Abu Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat wajibah.
3. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Abu Zahrah wasiat wajibah ditinjau
dalam konteks kekinian.
D. Penjelasan Istilah
Dalam penelitian ini, memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan,
dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami
istilah yang dimaksud. Adapun istilah tersebut yaitu hukum wasiat wajibah.
Istilah ini tersusun atas tiga kata, yaitu hukum, wasiat, dan wajibah. masing-
masing dapat dijelaskan berikut:
a. Hukum

Kata hukum secara bahasa terambil dari bahasa Arab, yaitu “s”,

menurut etimologi memiliki arti yang beragam, di antaranya memimpin atau
memerintah, menetapkan, mengadili, memerintahkan, memutuskan, mencegah

atau melarang. Sementara kata al-hukm “&I7 berarti putusan atau ketetapan. '
Kata “&J” kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan

adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh
penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu
masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk
mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan)
mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4)
keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau
vonis.'*

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil,

kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan

PAW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), hlm. 952.

"Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas, 2008), hlm. 531.



hakim."® Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hukm,
artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut Muhammad Zein mirip dengan
pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori-teori hukum
yang berkembang dewasa ini, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial
mengenai hukum.'® Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan
petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang
dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh
melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Yang dimaksud hukum dalam konteks penelitian ini adalah hukum
Islam, termasuk di dalam cakupan makna hukum yang dipakai adalah syariat

atau fikih. Perkembangan pemaknaan hukum £ atau hukum Islam menurut

sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di

(13

mana term “hukum Islam” disinyalir sebagai terjemahan dari “_ sy & dan
jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh
Abdul Manan dan Abd Shomad.'” Selanjutnya, istilah tersebut sering
diidentikkan dan disandingkan dengan kata syari’ah dan figh. Sebab, dua istilah
ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam.

Istilah syari’ah “i. 2 secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke

) . 1
sumber air atau tempat orang-orang minum. 3

Yasuf al-Qaradawil mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau
ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat,

puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat

BJjonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2016), hlm. 182.

'®patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaiakan Masalah Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

Lihat, Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

8 Abd. Shomad, Hukum..., hlm. 23.



sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya,
terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt.,
dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindakan-tindakan Nabi yang dibimbing
wahyu Allah. Al Yasa’ Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau
konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan." Jadi,
makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau manhaj yang
menjadi panduan atau hukum Islam.

Menurut istilah, kata i, )\ berarti titah Allah Swt., yang berhubungan

dengan perbuatan mukallaf. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur
Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul ‘Al, menurut mereka
syariah adalah khitab (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para
mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung
tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan)
atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk
penetapan.”’ Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang
sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan
perbuatan mukallaf (yaitu muslim, baligh atau dewasa dan berakal sehat) baik
berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).”’
Adapun istilah figh “s” secara bahasa berarti pemahaman. Kata i
secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah
yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci.”” Dalam pengertian lain, kata

fikih atau figh adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap

“Yasuf al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-llamiyyah, (Terj: Ade Nurdin
dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

Abd al-Wahhab Khallaf, ‘lim Usil al-Figh, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib),
Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172.

*'"Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183:
Bandingkan dengan, Abdul Manan, Pembaruan..., hlm. 27.

2Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, Figh al-Muyassar, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3,
(Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.



pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.”* Dua

istilah tersebut (i) dan <)) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk

konotasi hukum Islam. Jadi, kata hukum di sini dimaknai sebagai hukum Islam,
yaitu berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti
dalam Alquran dan juga hadis, maupun ketentuan hukum sebagai hasil ijtihad
dan pemahaman hukum (fikih) ulama.
b. Wasiat

Kata kedua adalah wasiat, secara bahasa juga terambil dari bahasa Arab,

13

yaitu “i.,”, artinya berpesan.’* Kata wasiat telah diserap dan menjadi istilah
yang digunakan dalam bahasa Indonesia,”’ pengertiannya kemudian dirumuskan
sebagai pesan terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan
meninggal berkenaan dengan harta benda. Dalam makna lain, wasiat berarti
“menyambungkan sesuatu”,*® atau “berpesan”,”’ atau “menjadikan, menyuruh
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”, atau “pesan, perintah dan
nasehat”.*® Sedangkan menurut terminologi atau istilah, wasiat adalah pesan
atau janji seseorang atau orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik
ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.*®

Dalam makna lain, wasiat berarti menyambungkan sesuatu yang

berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian, atau perintah

untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal atau dengan kata lain

2 Abdul Manan, Pembaruan..., hlm. 30.

**Rusyadi, dkk, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 865

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta:
Pustaka Phoenix, 2009), him. 944.

*Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Syafi T al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul
Aziz), Cet. 2, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 365.

2’ Ahmad Rofiq, Hukum..., hlm. 438.

*Muhammad Muhibbin, “Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat, Anak di Luar
Perkawinan Sah, dan Anak Anak dari Orang Tua Beda Agama”. Dimuat dalam, Kementerian
Agama RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 266.

Y Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 2003), him. 1926.
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bersedekah dengan harta setelah mati.”® Jadi, wasiat merupakan amanah harta
yang diberikan pewasiat kepada orang lain yang distribusi dan pelaksanaannya
dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.
c. Wajibah

Kata ketiga adalah wajibah, juga diambil dari bahasa Arab yaitu “i.,".
Kata ini berasal dari kata “c.;” dengan derivasi kata “te; — 5 — b33 — <55, dan
bentuk jamaknya “c;” berarti mesti, tetap, dan wajib.”' Menurut al-Hayy, kata

wajib secara bahasa kadangkala diartikan sebagai al-suqut atau jatuh dan roboh.
Bisa pula dimaknai sebagai “al-tsubut” atau “al-istigrar”, artinya yaitu
menetap.”” Hal ini seperti dalam pemaknaan istilah “wajabat al-syams”, artinya
bila matahari mulai turun, atau dalam kalimat lain “wajaba al-ha’it”, artinya
dinding telah roboh. Pemaknaan ini menurutnya sama dengan yang digunakan

dalam QS. al-Hajj ayat 36:

sO A 1300 0,02 s € vg‘*”‘ e V‘Q Jas O Ty
CL’ ST Taetinly B, GG Sess 156 u &‘ it

sza i

(11 i B Oy D 1 880 5 KBS s sl S8ud

“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi ar
Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah
olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri
(dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah
sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada
padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.
Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu,
mudah-mudahan kamu bersyukur”. (QS. al-Hajj: 36).

Sementara menurut istilah, wajib berarti (sesuatu) yang digantungkan

mengenai ketetapan dengan suatu tindakan orang-orang mukallaf.*> Dalam ilmu

*Salih Fauzan bin Fauzan, al-Mulakhkhas al-Figh, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hIm. 545.

3T AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus..., hlm. 1537.
**Abd al-Hayy Abd al-Al, Usil..., him. 72.
»Wizarah al-Auqaf, Mausi ah..., Juz’ 42, him. 368.
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Ushul Fikih, kata wajib sering didefinisikan sebagai suatu tuntutan syarak yang
mesti dilakukan oleh orang mukallaf. Hal ini dapat dipahami dari keterangan al-
Zuhaili. Menurutnya, wajib adalah apa saja yang dituntut oleh syariat untuk
dilaksanakan dengan tuntutan yang bersifat harus.’* Definisi yang lebih rinci
dikemukakan oleh al-Khallaf, yaitu:

J&uwdjj\dtww@m‘wMGW\&bﬁbﬁww\

i o e

“Wajib menurut syarak adalah sesuatu yang dituntut oleh syari’ untuk

dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan

perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban
melakukannya”.

Menurut Subhan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab.’* Hubungannya dengan kedudukan suami isteri
dalam rumah tangga, kewajiban adalah sesuatu yang mesti ditunaikan oleh
seorang suami terhadap isteri atau oleh isteri terhadap suaminya.’’ Jadi, dapat
dipahami bahwa wajib atau kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh
seseorang terhadap orang lain, sebab ada tuntutan syariat. Adapun kata wajibah
di sini adalah sesuai yang harus dilakukan karena ada petunjuk syariat tentang
keharusan untuk berbuat dan bertindak.

Memperhatikan beberapa pemaknaan kata hukum, wasiat, dan wajibah
di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah “hukum wasiat wdajibah™ secara
singkat dapat dimaknai sebagai aturan tentang harta wasiat yang harus

didistribusikan. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa hukum wasiat

*Muhammad al-Zuhaili, al-Mu tamad fi Figh al-Syafi’, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid
1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvi.

**Abd al-Wahhab al-Khallaf, 7/m..., him. 182.

*%Zaitunah Subhan, Alquran dan Perempuan: Menujuk Kesetaraan Gender dalam
Penafsiran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 87.

*"Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014), him. 159.
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wajibah adalah aturan, ketentuan hukum, atau ketetapan mengenai keharusan
untuk mewasiatkan harta kepada orang-orang tertentu yang berlandaskan

dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang wasiat wajibah barangkali bukan kajian yang baru, tetapi
telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam kajian studi
kasus, lapangan, maupun kajian kepustakaan, termasuk kajian pendapat hukum
atau fatwa. Hanya saja, sejauh penelusuran terhadap kajian peneliti yang telah
lalu, penulis belum menemukan adanya kajian tentang hukum wasiat wajibah
menurut Muhammad Abi Zahrah. Hanya ada beberapa kajian yang terkait di
antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Madrus Martinus, mahasiswa pada Jurusan
Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, tahun 2015,
yang berjudul: “Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Zina: Analisis Fatwa
MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan
Perlakuan terhadapnya”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan
hukum MUI yaitu menggunakan dalil-dalil umum dalam al-Quran dan hadis
nabi serta beberapa pendapat mayoritas ulama dan atsar sahabat yang
menyatakan harus memperlakukan setiap menusia dengan cara yang baik
termasuk anak yang lahir di luar nikah atau anak zina. Terkait dengan fatwa
yang dikeluarkan MUI tentang pemberian harta kepada anak zina dari harta ayah
biologisnya melalui jalan wasiat wajibah, menurut perspektif fikih tidak
bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam. Karena, persoalan tersebut
disamping sebagai masalah ijtihadiyah juga sebagai bentuk tanggungjawab dan
wewenang pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap kemaslahatan
hidup anak dengan perintah untuk menghukumi wajib bagi ayah biologis untuk

berwasiat kepada anak yang dihasilkannya.
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Skripsi yang ditulis oleh Asruzita binti Muhamood dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembolehan Wasiat Kepada Ahli Waris
menurut Konsep Syiah Imamiyah”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang larangan
berwasiat kepada ahli waris dalam Islam yang meliputi pengertian wasiat,
kriteria orang-orang yang dapat dijadikan sebagai ahli waris, serta pendapat
ulama mengenai hukum berwasiat kepada ahli waris. kemudian dalam bab
selanjutnya dijelaskan tentang pembolehan berwasiat kepada ahli waris menurut
Syiah Imamiyah yang meliputi status hukum wasiat yang ditujukan kepada ahli
waris serta analisis kedudukan wasiat tersebut menurut konsep hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azree Bin Abdullah dengan judul
“Wasiat kepada Ahli Waris menurut Enakmen No 4 Tahun 1999: Studi Kasus di
Majelis Agama Islam Selangor”. Dalam skripsi ini, tepatnya pada bab dua
dijelaskan mengenai ketentuan umum tentang wasiat kepada ahli waris yang
berisi tentang pengertian wasiat, dasar hukum serta dijelaskan tentang
pembolehan wasiat kepada ahli waris. Dalam bab tiga dijelaskan tentang
pelaksanaan wasiat kepada ahli waris di Selangor dan dikaitkan dengan
Enakmen No. 4 Tahun 1999. Dalam bab ini dijelaskan bahwa kedudukan
berwasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan dalam Islam.”®

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatul Awalliah, Mahasiswi Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2013, dengan Judul: “Analisis
Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinnya dengan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Setelah dilakukan analisis yang
mendalam ditemukan bahwa dalam hal penerima wasiat ternyata konsep
pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wa@jibah dengan Kompilsi Hukum Islam

sangatlah tidak sejalan. Dalam konsep pemikiran Ibnu Hazm orang yang

¥ Azree Bin Abdullah, Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No 4 Tahun 1999
(Studi Kasus di Majlis Agama Islam Selangor), (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013
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berhak menerima wasiat wajibah adalah orang masih memiliki hubungan darah
dengan pewasiat yaitu orang tua atau kerabat. Sedangkan Kompilasi Hukum
Islam memberikan hak wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam
hal penentuan jumlah kadar wasiat wa@jibah yang akan diperoleh bagi yang
berhak menerimanya antara Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam cenderung
sama yaitu maksimal sepertiga (1/3). Menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan
tentang jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan
kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas
sepertiga warisan (harta). Namun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa
jumlah 1/3 harta diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli
waris pengganti dari pewaris. Pada saat mereka masih ada maka para hakim
agama dapat menetapkan bagiannya hanya 1/6 harta agar tidak terjadi
ketidakharmonisan dalam keluarga dan tetap memelihara hubungan sosial antara
mereka.

Skripsi yang ditulis oleh David Hidayah, Mahasiswa Progam Studi
Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara pada Tahun 2015, dengan Judul: “Studi
Analisis tentang Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)
(Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara)’. Kesimpulan penelitian ini
adalah (1) Dalam hukum perdata terdapat pembagian wasiat berdasarkan isi
yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli waris melalui wasiat (Erfistelling),
tetapi dalam Hukum Islam tidak mengenal akan itu, dan wasiat berdasarkan isi
ada yang namanya wasiat yang berisi hibah. Dan juga ada wasiat menurut
bentuknya, yaitu wasiat tertulis sendiri, wasiat umum dan wasiat rahasia. (2)
Mengenai pelaksanaan atau mekanisme wasiat itu harus sesuai dengan bentuk
wasiat yang dibuat. Dalam pembuatan sebuah wasiat harus ada campur tangan
seorang Notaris, jika dalam keadaan luar biasa, minimal ada tandatangan
pewaris dan satu saksi dalam pembuatan wasiat tersebut. (3) Wasiat akan

terjamin pelaksanaannya jika wasiat yang dibuat memenuhi syarat- syarat dan
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peraturan-peraturan syari’at dan atau Undang-Undang yang berlaku, dan tidak
melarang larangan-larangannya.

Skripsi yang dituli oleh Auliya Ritki Tesya, mahasiswi Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2018 dengan judul: “ Wasiat Wajibah
bagi Istri Non-Muslim ditinjau dari Hukum Islam Studi Putusan MA No.16k/Ag
/2010”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan Majelis hakim
Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dan
tingkat banding yang semula tidak memberikan hak Pemohon kasasi untuk
mendapatkan bagian dari harta warisan dari almarhum suaminya karena beda
agama adalah merupakan bentuk wasiat wdajibah melalui legal reasoning
dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kekerabatan yang telah sesuai
dengan ruh dari Firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah (ayat: 180) serta
pndapat Ulama seperti Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Dasar pertimbangan Majelis
Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan (No.16K/AG/2010) yang dimana
menetapkan pemohon kasasi Non-Muslim sebagai ahli waris dalam perkara
wasiat wajibah untuk kemudian ditinjau dari Hukum Islam, adalah belum tepat
karena, dalam kitab-kitab Fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan
salah satu penghalang mewarisi, dan Ulama-ulama Mujtahid pun sepakat atas
dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (Anak Kandung sekalipun) yang
tidak muslim bukan merupakan ahli waris. Memang pada dasarnya prinsip Islam
mengatakan demikian.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhtar Asrori, mahasiswa Jurusan Ahwal
Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,
tahun 2017 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian
Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah: Studi Kasus di Desa Jimbe
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitiannya bahwa jika
ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe belum

sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengajukan
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perubahan nama hak milik harta warisan menjadi nama anak angkat. Dan
permohonan balik nama tersebut diajukan ke kantor desa. Seharusnya setelah
kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka anak angkat
tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan dirinya
sebagai ahli waris. Setelah itu meminta pengadilan untuk memberinya harta
warisan dengan jalan wasiat wadjibah. Besaran bagian wasiat wajibah yang
diterima anak angkat di Desa Jimbe adalah ada dua tipe, yaitu: Pertama,
mendapatkan seluruh harta peninggalan. Kedua, mendapatkan seluruh harta
peninggalan setelah memberikan uang pelicin kepada ahli waris. Tentang
besaran bagian yang didapat anak angkat dalam hukum Islam paling banyak
sepertiga dari harta peninggalan. Besaran wasiat wajibah tidak boleh merugikan
hak-hak ahli waris. Haramnya merugikan ahli waris ini didasarkan pada sabda
Rasulullah SAW: Islam tidak me-mudharat-kan dan di-mudharat-kan. Dan
Kompilasi Hukum Islam pasal 209 menyebutkan besaran bagian wasiat wajibah
adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fauziyah, mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus, tahun 2014 dengan judul: “Hak Menerima Anak
Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat melalui Wasiat Wajibah di
Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
anak angkat memiliki hak untuk menerima harta warisan orang tua angkatnya
berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI. Hak menerima ini diberikan mengingat
bahwa anak angkat bukanlah ahli waris yang sah dari kedua orang tua angkat
sehingga tidak dapat disebut ahli waris yang mewarisi. Sebab dalam sistem
kewarisan Islam telah tegas bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki
hubungan darah/nasab/keturunan. Selain itu hak menerima anak angkat atas
harta peninggalan orang tua angkatnya dalam masyarakat dilakukan melalui
musyawarah keluarga. Hak atas harta warisan orang tua angkat yang diberikan
berdasarkan musyawarah dianggap sebagai wasiat wa@jibah. Hal demikian terjadi

karena banyak masyarakat khususnya yang telah mengangkat anak tidak
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mengetahui adanya ketentuan wasiat wajibah dalam KHI. Selanjutnya,
sehubungan adanya ahli waris yang sah dari orang tua angkat maka hak dari
anak angkat harus diberikan terlebih dahulu sebelum ahli waris dari orang tua
angkat. Hal ini disebabkan ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris
untuk melaksanakan wasiat terlebih dahulu dengan memperhatikan batasan pada
Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 KHI bahwa batasan maksimal bagian anak
angkat adalah 1/3 bagian dari harta warisan. Namun, yang terjadi dimasyarakat
adalah bagian yang diberikan tidak memiliki batasan, selama memang telah
mendapat persetujuan dari keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Reny Agata Dewi, mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Jember, tahun 2012 dengan judul: “Tinjauan Yuridis Wasiat
Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi
Hukum Islam”. Hasil penelitiannya bahwa dasar hukum pemberian wasiat
wdjibah ditinjau dari hukum waris Islam adalah rasa keadilan sehingga anak
angkat hanya mendapatkan harta waris bukan sebagai ahli waris sedangkan
dalam pemberian wasiat wajibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam diatur di
dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Akibat hukum wasiat wajibah terhadap anak
angkat adalah berhak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya begitu juga
dengan orang tua angkat berhak mendapat harta waris dari anak angkatnya
berdasarkan wasiat wajibah yang tidak dapat digugat karena itu sudah menjadi
ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam karena wasiat wajibah merupakan upaya
atau cara untuk memperoleh keadilan. Ketiga, Pembagian harta waris kepada
anak angkat terhadap harta orang tua angkat melalui pemberian wasiat wajibah
menurut Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan asas Ijbari, asas
Individual, asas Bilateral, asas Keadilan Berimbang dan asas Akibat Kematian
dalam hukum kewarisan Islam.

Artikel yang ditulis oleh, Moh. Yasir Fauzi, MH, Dosen Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dengan judul: “Pembagian
Harta dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam”. Hasil
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penelitiannya bahwa penyelesaian permasalahan akan pembagian harta kepada
kerabat yang tidak mendapatkan harta peninggalan yaitu dengan jalan wasiat
wdjibah. Pandangan Islam terhadap harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari
total harta yang dimiliki adalah boleh, akan tetapi harus dilihat juga dari segi
kemaslahatan serta kemudharatan yang akan ditimbulkan. Hukum kepemilikan
harta hibah jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu yaitu si penghibah
boleh mencabutnya atau memberikan kepada ahli waris si penerima hibah.
Perbedaan yang paling utama antara harta yang diterima lewat warisan, wasiat
dan diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta.
Bila pemilik harta itu masih hidup dan dia memberikannya kepada anak-
anaknya atau mungkin juga orang lain, namanya hibah dan bukan warisan.
Sedangkan warisan dan wasiat hanya dibagi bila pemilik harta sudah wafat.
Dalam hibah, begitu pemilik harta memberikannya kepada seseorang, saat itu
juga sudah terjadi perpindahan kepemilikan harta. Akan tetapi wasiat dan
warisan akan berpindah kepemilikan ketika si pemilik harta sudah wafat.
Mencermati beberapa penelitian di atas, tampak ada kesamaan dan
perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya bahwa dalam kajian sebelumnya
juga menjelaskan tentang konsep wasiat wajibah itu sendiri, dan penulis dalam
hal ini juga akan menjelaskan bagaimana konsep wasiat wajibah dalam Islam.
Hanya saja, perbedaannya adalah fokus kajian, di mana peneliti-peneliti
terdahulu cenderung tidak mengkaji pada pendapat ketokohan, yang dikaji
hanya putusan pengadilan atau mahkamah, kajian pasal, dan kajian kasus serta
fatwa. Sementara dalam skripsi ini khusus mengkaji pendapat Muhammad Abi

Zahrah, dan ini sama sekali belum dikaji oleh peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian
Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan

penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis,
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yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.” Sedangkan
penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang
dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan
masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.*’ Jadi metode penelitian
adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan
metode penelitian.
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian dengan data
perpustakaan (library research). Untuk menggali informasi terhadap pemikiran
Muhammad Abii Zahrah. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk
menggali pendapat para ulama tentang data yang digali dari literatur-literatur
figh. Dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi
sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi
atau bacaan dari berbagai sumber. Ia juga hendaknya berupaya untuk membaca
referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku
yang berisi kutipan-kutipan.*'
2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua
kategori, yaitu:**

a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang
dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data
primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari pemikiran
Muhammad Abt Zahrah terkait fokus penelitian.

b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan.

Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya

**Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
hlm. 13.

“Ibid...,hlm. 18.
“'Beni Ahmad Saebani, Metode..., hlm. 75.
Ibid., hlm. 158.
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dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data
kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal,
artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian
dengan kajian penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan metode survey book atau library research
dengan langkah-langkah sebagai berikut:*

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif
(otoritas), Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab-
kitab pendapat Muhammad Abu Zahrah seperti kitab: al-Ahwal al-
Syakhsiyyah, Fatawa, Tanzim al-Islam [i al-Mujtama’, Tanzim al-Usrah
wa Tanzim al-Nasl, al-Wilayah ‘ala al-Nafs, dan kitab-kitab lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku figh terutama karangan
Wahbah Zubhaili yang berjudul Figh Islam wa Adillatuh, karangan
Sayyid Sabiq, dengan judul Fighus Sunnah, karangan Abdurrahman al-
Juzairi yang berjudul: Fikih Empat Mazhab, karangan Mahmud ‘Al al-
Sartaw1 yang berjudul Syarh Qaniin al-Ahwal al-Syakhsiyyah, karangan
Amir Syarifuddin yang berjudul: Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis
teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari
kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz,
yang berjudul: Kamus al-Munawwir, dan karangan Tim Redaksi yang
berjudul Kamus Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-

raniry Banda Aceh tentang Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga

“Beni Ahmad Saebani, Metode..., him. 158.
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dan Hukum Islam”, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat

memahami hasil dari penelitian ini.
4. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan,** menggunakan buku-buku yang membahas
tentang pendapat Muhammad Abtl Zahrah berkaitan dengan hukum wasiat
wajibah, serta beberapa literatur-literatur figh yang khusus membahas tentang
wasiat. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama
dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang
digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul
dimana pada penelitian ini digunakan metode analisis-normatif-kualitatif.”’
Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang
mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan
dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan
yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi
tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an

dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori,
hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab memiliki
sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,

*“Beni Ahmad Saebani, Metode..., hlm. 158.

“Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam
Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.
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metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori yang membahas tentang konsep
wasiat wajibah dalam Islam. Bab ini tersusun atas pengertian wasiat wdajibah,
dasar hukum hukum wasiat, hikmah hukum wasiat, dan pendapat ulama tentang
wasiat wajibah dalam fikih.

Bab tiga merupakan bab pembahasan hasil penelitian, yaitu membahas
tentang studi pendapat Muhammad Abii Zahrah tentang hukum wasiat wajibah.
bab ini tersusun atas profil Muhammad Abt Zahrah, persepsi Muhammad Abil
Zahrah tentang wasiat wajibah, landasan hukum yang digunakan Oleh
Muhammad Abii Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat wajibah dan
pendapat Abii Zahrah dalam tata cara pelaksanaan wasiat wdajibah dalam
konteks kekinian.

Bab empat, merupakan bab penutup yang disusun atas dua sub bab, yaitu
kesimpulan dari hasil pembahasan, berupa jawaban atas rumusan masalah yang

telah diajukan. Kemudian sub bahasan kedua berupa saran-saran.



BAB DUA
KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Wasiat Wajibah

Term wasiat wajibah tersusun dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah.
Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu washiyyah. Kata washiyyah sendiri
berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf-huruf waw, shad, dan ya, secara
bahasa artinya menjadi hina setelah pangkat tinggi.' Dalam Kamus al-
Munawwir berarti menjadi hina, bersambung berhubungan, menyambung,
menghubungkan, rendah, berwasiat, berpesan pada atau mewasiatkan.” Tutik
memberikan definisi bahasa wasiat yaitu pesan atau berpesan, menetapkan dan
memerintahkan.” Dengan begitu, wasiat di dalam makna bahasa bisa dimaknai
sebagai pesan, bisa juga sebagai penghubung atau menyambung.

Menurut al-Ashfahani, kata washiyyah bermakna meminta dari orang
lain suatu amal perbuatan yang diperuntukkan kepadanya disertai dengan
nasihat, dan pemaknaannya diambil dari sebuah ungkapan ardh washiyyah
artinya tanah yang tersambung dengan tumbuhan. Disebutkan juga dengan
aushah, dalam pengertian ia mewasiatkannya.’

Menurut al-Dimyati, dalam I’anatut Thalibin, dikutip oleh Jajuli, bahwa
dalam Ilmu Fiqih, kata wasiat dimaknai sebagai al-ishal, artinya
menghubungkan, yaitu orang yang menghubungkan sesuatu, karena orang yang

berwasiat adalah menghubungkan dunia untuk kebaikan akhirat.’ Keterangan

'Selamat Askar, Kamus Arab Indonesia al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis,
(Jakarta: Senayan Publishing, 2011), him. 1060.

?Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1563.

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 295.

*Raghib al-Ashfahani, Kamus Alquran, (Terj: Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 3, (Depok:
Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm. 779.

M. Sulaeman Jajuli, Figh Mazhab ala Indonesia dalam Wasiat dan Hibah,
(Yogyakarta: Deepublish, 2019), him. 45.
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serupa juga diulas oleh Quraish Shihab, bahwa makna wasiat yaitu itfashala,
bermakna bersambung dan berhubungan.® Masih dalam kutipan yang sama, al-
Bajuri dikutip oleh Jajuli, mendefinisikan wasiat lebih pada makna al-ishal,
menetapkan pen-tasharruf-an wasiat setelah meninggalnya yang berwasiat
sebab tidak ada wasiat kecuali dilaksanakan penyerahannya setelah
meninggalnya pihak pewasiat.’

Melihat makna bahasa di atas, dapat diketahui bahwa wasiat adakalanya
dimaknai sebagai penghubung di dalam makna umum, yaitu semua yang
menjadi alat penghubung, termasuk dalam makna kiasan, yaitu menghubungkan
seseorang dari dunia kepada kebaikan akhiratnya sebagaimana yang dipahami
oleh al-Dimyati sebelumnya.®

Kata wasiat ini ditemukan dalam beberapa ayat Alquran dengan berbagai
derivasinya. Dalam catatan Abdul Manan, kata wasiat disebutkan dalam
Alquran sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali,
dalam bentuk kata benda jadian disebut sebanyak 2 kali. Hal yang berhubungan
dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Alquran sebanyak 25 kali.” Dengan
begitu, istilah wasiat ini juga digunakan di dalam ayat-ayat Alquran, yang
menunjukkan makna mewasiatkan.

Menurut terminologi, terdapat banyak ragam rumusan para ulama. Di
sesi ini, hanya dikutip beberapa rumusan saja untuk mewakili makna wasiat di
dalam hukum Islam, dimulai dari definisi para ulama mazhab, hingga ahli
hukum Islam di Indonesia. Menurut mazhab Hanafi wasiat merupakan tindakan

seseorang yang memberikan haknya pada orang lain untuk memiliki sesuatu

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata, (Tengarang: Lentera
Hati, 2009), hlm. 1073.

"M. Sulaeman Jajuli, Figh..., hlm. 45.
M. Sulaeman Jajuli, Figh..., hlm. 45.

’ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), hlm. 150.
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secara sukarela, baik benda atau manfaat, pelaksanaannya ditangguhkan hingga
kematian pewasiat.'’

Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, dikutip oleh al-Jaziri
bahwa wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima
wasiat berhak memiliki 1/3 (sepertiga) harta peninggalan orang yang
menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.'' Dari definisi tersebut, wasiat
diarahkan pada upaya seseorang dalam bentuk tindakan mewasiatkan atau
memberi pesan kepada orang lain tentang pengalihan sebagian harta, yaitu
sejumlah 1/3 harta warisan, di mana pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat
meninggal dunia. Jika harta tersebut diberikan pada saat masih hidup, maka
bukan dinamakan wasiat, tetapi transaksi hibah. Oleh sebab itu kematian
menjadi salah satu syarat dapat didistribusikannya harta wasiat.

Melihat definisi ulama mazhab di atas, penting pula dikutip definisi para
ahli hukum di Indonesia, di antaranya dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, di mana
wasiat adalah pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat
meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan.'> Menurut
Abd. Shomad, wasiat ialah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa
barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat
setelah orang yang memberi wasiat mati."’

Adapun kata kedua adalah wajibah. Kata ini juga berasal dari kata wajib,

artinya mesti, tetap, dan wajib.'"* Menurut istilah, wajib apa saja yang dituntut

%Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta:
Republika, 2018), him. 502.

"' Abdurrahman al-Jaziri, Figih Empat Mazhab, (Terj: Katur Suhardi), Jilid 5, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2017), him. 499.

'’Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), hlm. 353.

PAbd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 339.

4 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus..., hlm. 1537.
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oleh syariat untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang bersifat harus."” Dengan
begitu, wajib atau wajibah dimaknai sebagai sesuatu yang dituntut untuk
dilaksanakan. Di dalam pengertian wasiat wajibah secara sederhana dapat
diartikan pelaksanaan wasiat yang dituntut pengerjaannya. Untuk lebih
memahami pemaknaan wasiat wajibah ini, dapat dikutip beberapa pengertian.

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah kebijakan yang dilakukan
penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa ataupun
memberi putusan wajib wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia, yang
diberikan kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.'® Menurut
Anshari, wasiat wdajibah adalah seorang dianggap menurut hukum telah
menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.17 Definisi lainnya
dikemukakan oleh Amran dan Candra, wasiat wajibah ini dimaknai sebagai
seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada
wasiat secara nyata, anggapan hukum tersebut lahir dari asas apabila di dalam
suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat maka ada ataupun tidak ada
wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.'®

Memperhatikan definisi wasiat wajibah di atas, diketahui bahwa konsep
hukum wasiat wajibah ini berupa wasiat yang mau tidak mau wajib
dilaksanakan karena hukum telah menentukan adanya wasiat. Dalam makna
lain, ada ataupun tidak seorang berwasiat, karena demi hukum, seseorang
tersebut dipandang telah berwasiat kepada pihak-pihak tertentu, sehingga setelah
ia meninggal dunia, maka wajib sebagian hartanya yang berjumlah 1/3

didistribusikan kepada pihak yang dipandang wajib menerimanya.

“Muhammad al-Zuhaili, al-Mutamad Figih Syafi’i, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvi.

' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), him. 462.

" Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2018), him. 103.
"®Amran Suadi dan Mardi Chandra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan

Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016), him. 103.
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B. Dasar Hukum Wasiat

Teori wasiat wajibah sebetulnya bukan permasalahan yang baru timbul
di abad modern, tetapi hukum wasiat wdajibah ini sudah dikenal dalam literatur
fikih klasik. Wasiat wajibah hadir sebagai upaya pemenuhan hak terhadap
kerabat yang dekat namun karena hukum waris menghalanginya (hijab)
mendapatkan hak harta karena ada ahli waris yang lebih berhak menerimanya.
Kenyataan bahwa para ahli waris yang cukup dekat dengan pewaris terkadang
tidak mendapatkan harta waris karena terhalang oleh ahli waris lainnya.

Mengingat pentingnya keberadaan wasiat wdajibah ini, pihak pengadilan
atau hakim dapat menetapkan secara paksa penyaluran harta wasiat. Abdul
Manan menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan wasiat wajibah tidak hanya
bersifat diyani (anjuran keagamaan), tetapi bersifat gadha’i (adanya intervensi
pemerintah atau hakim), artinya tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang
menjalankan perintah agama, tetapi juga dapat dipaksakan apabila lalai dalam
pelaksanaannya karena sudah menyangkut kepentingan umum.'”

Terkait dengan dasar hukum wasiat wajibah ini, dalil yang paling umum
digunakan oleh para ulama adalah QS. al-Baqarah [180] ayat 180-182, berbicara
tentang kewajiban untuk mewasiatkan harta kepada kedua orang tua. Bunyi ayat

tersebut adalah sebagai berikut:

ajj C:‘ JL gyt BN

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), hlm. 214.
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untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang
mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya
dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Barangsiapa khawatir
terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat
dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (QS. al-Baqarah: 180-182).

Ayat di atas secara redaksional mengandung informasi tentang
kewajiban bagi anak yang sudah ada tanda kematian untuk mewasiatkan
hartanya kepada ibu dan bapak, serta anggota keluarga. Mengikuti makna wasiat
wajibah sebelumnya, maka dapat dimengerti bahwa kewajiban yang disebutkan
dalam ayat tersebut di atas mengandung makna yaitu seseorang dipandang telah
melakukan wasiat pada orang tua dan ahli keluarga meskipun tidak
mewasiatkannya secara nyata dalam bentuk ucapan. Para ulama tafsir, salah satu
di antaranya al-Thabari, menyatakan bahwa makna wajib dalam ayat di atas
sesuatu yang mesti dilakukan. Imam al-Thabari menyatakan jika ada yang
bertanya adakah orang yang berharta wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya
dan sanak kerabatnya yang tidak mewarisi? maka jawabannya ya. Jika ia
berkata: lalu jika ia tidak berwasiat untuk mereka adakah ia telah melanggar
kewajiban? maka jawabannya ya.*® Dari keterangan ini, secara tidak langsung
bahwa Imam al-Thabari setuju mengenai keberlakuan hukum wajibnya anak
mewasiatkan hartanya kepada orang tua dan kerabatnya. Ini menandakan wasiat
itu hukumnya wajib.

Menurut al-Qurthubi, ayat di atas adalah ayat wasiat yang paling lengkap
membicarakan wasiat. Namun ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat

faraidh ataupun hukum warisan (yaitu QS. al-Nisa’ [4] ayat 11, 12 dan 176).2!

*Tbn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (t. terj), Jilid 3, (Jakartal. Pustaka Azzam, t.
tp), him. 47.

21 Abi Bakr al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.
tp), him. 594.
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Sementara itu menurut al-Syaukani, dalam ayat di atas, Allah Swt tidak
menerangkan tentang kadar yang diwasiatkan untuk kedua orang tua dan
kerabat. Mengenai ini, ada yang mengatakan seperlima, ada juga yang
mengatakan seperempat, dan ada juga yang mengatakan sepertiga.

Namun demikian, jumlah yang diambil kebanyakan ulama adalah 1/3
harta mengikuti jumlah harta wasiat pada umumnya. Fauzan menyebutkan
bahwa wasiat hanya diperbolehkan jika kadarnya hanya mencapai sepertiga dari
harta atau kurang dari sepertiga. Bahkan ulama lebih menyukai jika wasiat
tersebut tidak sampai sepertiga.”

Dalil yang digunakan mengacu pada riwayat hadis Muslim:
dal o g u&&W‘ujf 2438 Sis di‘.n \“1;2‘.\,34,»
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Makki,
telah menceritakan kepada kami al-Saqafi, dari Ayyub al-Sakhtiyani dari
Amru bin Sa’id dari Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dari ketiga
anak Sa’d semuanya telah menceritakan kepadanya dari Ayahnya, bahwa
Nabi Saw datang menjenguknya di Makkah, kemudian dia pun menangis
hingga menjadikan Nabi bertanya kepadanya: Apa yang membuatmu

\.

Imam al-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, (t. terj), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.
tp), hlm. 691.

“Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, Mulakhkhash Fighi: Panduan Figih
Lenkap, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 2011), hlm. 339.

**Imam Muslim, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.
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menangis? Sa’d menjawab, Saya khawatir akan meninggal dunia di
tempat kelahiran yang pernah kutinggalkan, sebagaimana meninggalnya
Sa’d bin Khaulah. Maka Nabi Saw berdo’a: Ya Allah, sembuhkanlah
Sa’d. Ya Allah, sembuhkanlah Sa’d (tiga kali). Sa’d lalu berkata, Wahai
Rasulullah Saw, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan
hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagaimana jika
saya mewasiatkan seluruh hartaku? beliau menjawab: Jangan. Sa’d
bertanya lagi, Bagaimana jika dua pertiganya? beliau menjawab: Jangan.
Sa’d bertanya lagi, Bagai mana jika setengahnya? beliau menjawab:
Jangan. Sa’d berkata lagi, Bagaimana jika sepertiganya? beliau
menjawab: Sepertiga, sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya harta yang
kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu
belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu. Jika kamu
tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik (atau sabdanya kaya), itu
lebih baik daripada kamu tinggal kan mereka meminta-minta kepada
orang banyak dan menadahkan tangan nya. (HR. Muslim).

Dari beberapa tafsir di atas, dapat diketahui bahwa ayat di atas memberi
indikasi hukum mengenai wajibnya seseorang mewasiatkan harta bendanya atas
orang tua dan kaum kerabat, dengan ketentuan jika sudah diketahui adanya
tanda kematian. Jumlah harta yang wajib diwasiatkan kepada masing-masing
orang tua dan ahli kerabat tidak disebutkan secara pasti, baik bagian khusus ibu
atau bapak, maupun masing-masing anggota kerabat yang masih hidup.

Dari pendapat di atas juga dipahami bahwa ayat tersebut turun sebelum
ayat-ayat warisan. Oleh sebab itu, jika ditelusuri spesifikasi pendapat para
ulama, maka ditemukan adanya beda pendapat apakah hukum wasiat itu wajib
atau justru tidak wajib. Perbedaan ini berangkat dari pemahaman di mana ayat di
atas sudah dikhususkan, ada juga yang menyebutkan dihapuskan oleh ayat-ayat
mawaris, sehingga tidak ada lagi hukum wasiat kepada ahli waris.”> Untuk lebih
jelasnya, ulasan tentang pendapat ulama dalam masalah wasiat wajibah ini akan

dibahas di dalam sub bahasan tersendiri.

»Maulana Muhammad Ali, Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajara
Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8,
(Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), him. 723.
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Dalil lainnya mengacu pada salah satu kaidah fikih yang menyebutkan
bahwa pihak penguasa ataupun imam (hakim) dapat menetapkan kebijakan demi
pertimbangan kebaikan dan kemaslahatan.”® Bunyi kaidah tersebut adalah
berikut ini:

Vsl byt I puyl G

Tindakan (kebijakan) seorang pemimpin (penguasa) terhadap rakyat

yang dipimpin sepenuhnya bergantung pada kebutuhan kesejahteraan

mereka.*®

Menurut Djohan Effendi kaidah fikih tersebut di atas berhubungan
dengan kemaslahatan umum, yaitu yang dituangkan secara khusus di dalam
bentuk kebijakan-kebijakan ataupun undang-undang. Kaidah tersebut harus
dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan
terhadap kemaslahatan.” Mengomentari hadis tersebut di atas, Ahmad Rafiq
menyebutkan pelaksanaan wasiat wajibah merupakan atas inisiatif hakim atau
penguasa, ataupun orang yang cakap melakukannya. Karena tujuan dari wasiat
wajibah adalah untuk mendistribusikan keadilan, memberikan bagian kepada
ahli waris memiliki pertalian darah, namun oleh nas tidak diberikan bagian,
karena statusnya adalah zawil arham.’® Dengan begitu, penyaluran harta melalui
jalan wasiat wajibah dipandang sebagai bentuk upaya penerapan keadilan dan
kemaslahatan terhadap ahli waris yang secara hukum tidak mendapat bagian hak

waris.

*Said Aqil Siroj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam sebagai
Inspirasi Bukan Aspirasi, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), him. 126.

TJalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa al-Nazha'ir, Juz’ 1, (Riyad: Mamlakah al-‘ Arabiyah
al-Su’udiyyah, 1997), him. 202.

2 Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara,
Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 21-22.

*Djohan Effendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di
Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur, (Jakarta: Kompas Media
Nusantara, 2010), hlm. 201.

*YAhmad Rafiq, Hukum..., hlm. 373.
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Hukum wasiat wajibah ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan,
dan antara satu daerah memiliki perbedaan. Sejauh penelusuran terhadap
pendapat para ulama, juga regulasi hukum peraturan perundang-undangan,
ditemukan beda penunjukan pihak yang menjadi orang yang menerima hak
wasiat wajibah dan yang wajib mewasiatkannya. Masing-masing dapat
dikemukakan berikut ini:

a. Di beberapa negara Muslim, seperti Mesir, Siria, Maroko, dan Tunisia
memandang cucu yatim menjadi pihak yang wajib mendapatkan harta
melalui jalan wasiat wajibah.”!

b. Di Indonesia, harta wasiat wajibah diatur dalam Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi
Hukum Islam menetapkan bahwa wasiat wajibah itu berlaku antara ayah
dengan anak angkat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 209 KHI, berbunyi:
“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) terhadap anak angkat yang
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
dari harta warisan orang tua angkatnya”.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam fatwa
tersebut, di antaranya ditetapkan pemerintah berwenang menjatuhkan
hukuman tazir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahir anak
dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,

dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.**

*'Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, Hukum Keluarga,
Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him. 79-80.

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam
Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 360.
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Mengenai fatwa MUI di atas, hasil fatwanya ditetapkan dalam beberapa
poin berikut ini:

a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris,
dan nafagah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh
orang yang mengakibatkan kelahirannya.

d. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk
kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).

e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman #a zir kepada lelaki pezina
yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk
1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.

2) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

f. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak,
bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan
lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Keenam hasil putusan fatwa tersebut menjadi salah satu produk hukum
Islam yang ada di Indonesia. Terkait dengan point nomor 5 fatwa Majelis Ulama
Indonesia tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian harta kepada anak zina
melalui jalan wasiat wajibah merupakan suatu hukuman atau sanksi tambahan
yang dijatuhkan hakim (pemerintah) kepada laki-laki yang mengakibatkan
kelahiran anak, mengingat hakim dalam hal ini diposisikan sebagai pewaris.**
Oleh karena itu, pemberian harta tersebut bukan sebagai pemenuhan hak-hak
anak. Karena, dalam kasus anak zina telah hilang hak-haknya selaku anak atas

ayahnya, demikian juga laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya tidak

»Fatwa No. 11/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

*Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai
Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149
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memiliki hak dan tanggung jawab sebagai ayah secara hukum (hukum Islam).
Berawal dari hal itu, anak tersebut semestinya mendapatkan perlindungan
hukum, salah satunya yaitu pemerintah membebankan kepada laki-laki pezina
untuk melengkapi segala kebutuhan anak (huruf a), dan memberikan harta
melalui jalan wasiat wajibah yang diselenggarakan/dijalankan setelah
meninggalnya laki-laki tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seseorang yang
menjadi pihak penerima wasiat itu berbeda-beda. Poin inti yang dapat dipetik
adalah pihak penerima wasiat wajibah ini tergantung pada kebijakan pemerintah
dan pendapat para ulama. Pemerintah dan ulama memiliki kewenangan
menetapkan siapa yang layak mendapatkan hak wasiat wdajibah. Hal ini
disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan sebagaimana diakui dalam

kaidah fikih sebelumnya.

C. Hikmah Hukum Wasiat

Wasiat yang ditetapkan dalam Islam tidak terlepas dari adanya tujuan
dan hikmah tertentu. Paling umum diketahui bahwa semua hukum yang
ditetapkan di dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum wasiat, adalah dengan
tujuan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Cukup banyak literatur
menyebutkan tujuan hukum di dalam Islam demi untuk terciptanya
kemaslahatan.’® Menurut al-Qaradhawi, Allah Swt tidak akan mensyariatkan
manusia kecuali hal yang bisa memberikan kepada mereka kebaikan,

kemaslahatan dan manfaat dunia-akhirat.’’” Sumitro dan kawan-kawan

Madrus Martinus, Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Zina: Analisis Fatwa
MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya,
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2017.

** Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 2,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), him. §9-99.

Yusuf al-Qaradhawi, Figih Magqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran

Tekstual dan Aliran Liberal, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2017), hlm. 99.
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mengemukakan bahwa tujuan hukum dalam hukum Islam untuk kemaslahatan.’®

Kemaslahatan atau dalam istilah fikih disebut mashlahah artinya manfaat,

terlepas dari kerusakan,”” kemanfaatan atau kebaikan.*” Makna yang paling

umum bahwa mashlahah merupakan menolak kerusakan dan mengambil
manfaat.*'

Dalam hukum wasiat, Islam mensyariatkannya sebab mempunyai tujuan
untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, baik pada pihak pemberi
wasiat ataupun penerima wasiat. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat memiliki
hikmah sebagai sebuah ibadah yang dengannya seseorang dapat mendekatkan
diri kepada Allah Swt di akhir hidup, agar dengannya dapat menambah
kebaikan-kebaikan, atau menambal apa yang telah dilewatkannya. Di samping
itu, wasiat juga memuat kebajikan dan pertolongan bagi manusia. **

Selain di atas, hikmah wasiat lainnya adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi belas kasihan dan menyantuni yang lemah.

b. Sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan
sehingga kekerabatan akan selalu harmonis dan tidak retak.

c. Sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi yang kuat, sebab dalam
Islam dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah dan dalam
kekurangan.

d. Sebagai satu sarana untuk menyalurkan harta benda orang Islam yang

berlebihan dari usaha yang mereka lakukan.

*Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, Hukum Islam dan Hukum
Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang: Setara Press, 2017),
hlm. 37-38.

**Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi,
Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

“Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 173-174.

*'Yusuf al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta:
Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

*Sayyid Sabiq, Figih..., hlm. 457.
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e. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.*

D. Pendapat Ulama tentang Wasiat Wajibah dalam Fikih

Secara konseptual, dari segi pelaksanaan wasiat dapat dibagi ke dalam
dua kategori, yaitu wasiat ikhtiyariah, dan wasiat wajibah.** Wasiat ikhtiyariah
ialah wasiat yang dilakukan atas dasar dorongan kemauan sendiri dalam
keadaan bagai manapun. Artinya, seseorang bebas membuat wasiat atau tidak.*
Sementara itu, wasiat wajibah adalah wasiat wajib seperti dikemukakan
terdahulu.

Kedudukan hukum wasiat wajibah hingga saat ini masih belum selesai
dan kemungkinan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dikatakan
belum selesai karena para ulama sejak dahulu tidak padu di dalam menetapkan
hukum wasiat, apakah ia wajib, atau sunnah. Para ulama yang menyatakan wajib
juga berbeda-beda dalam menetapkan siapa yang berhak terhadap harta wasiat
wajib tersebut, apakah kepada cucu yang yatim, kedua orang tua, atau pihak-
pihak yang lainnya. Kemudian, dikatakan akan terus berkembang karena
konstruksi hukum wasiat wajibah ini dimungkinkan akan terus dimodifikasi
sedemikian rupa sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pendapat para ulama.
Sebagai contoh, regulasi hukum di Indonesia ditemukan ada dua versi, satu versi
ditetapkan di dalam KHI berupa wasiat wajibah antara anak angkat dengan
orang tua angkatnya, dan di versi yang lain ditetapkannya fatwa MUI mengenai
wasiat wajibah antara laki-laki pezina terhadap anak yang dihasilkannya.

Mengenai pendapat ulama tentang wasiat wdajibah dalam fikih,

ditemukan beda pendapat ulama, ada yang mewajibkan, ada yang

“Diakses melalui: https:/suduthukum.com/2016/07/hikmah-wasiat.html, tanggal 26
Februari 2020.

*“Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum..., hlm. 66.

*>Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan
Praktis Memahami dan Menghitung Warisan, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 129.



37

menghukuminya sebagai amalan sunnah saja. Oleh sebab itu, kedua pendapat
tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut dalam ulasan berikut ini:
1. Ulama yang memandang wasiat wajibah

Sebagian ulama memandang wasiat wajibah secara hukum ada dan wajib
dilaksanakan. Artinya, eksistensinya wajib dipenuhi, karena ia bagian dari suatu
kewajiban agama. Ulama yang berafiliasi dalam pendapat ini adalah al-Zuhri
dan Abu Mijlaz, serta diambil pula oleh Ibn Hazm al-Andalusi, merupakan
tokoh ulama populer mazhab Zahiriyah.46

Menurut Ibn Hazm, wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada
kerabat si mayit yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan.”’ Baik
karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhalang oleh ahli waris
meski secara hakiki si mayit tidak berwasiat."® Dalam kitab al-Muhalla, Ibn
Hazm wasiat wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, berdasarkan apa
yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar.*’

Bahkan, pendapat Ibn Hazm inilah diasumsikan sebagai pendapat awal
tentang hadirnya hukum wasiat wajibah hingga sekarang ini. Hal ini
sebagaimana disinggung oleh Aden. Konsep wasiat wajibah diinspirasikan dari
pendapat Ibn Hazm, yang di dalam pendapatnya mengatakan penguasa wajib
mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia
sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi
dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-

hak rakyatnya yang belum terlaksanakan.’

*Sayyid Sabiq, Figih..., hlm. 457.

“"Diakses melalui situs web: http:/repository.uin-suska.ac.id/25276/, tanggal 26
Februari 2020.

“Diakses melalui: http://repository.uin-suska.ac.id/25276/, tanggal 26 Februari 2020.

“Ibn Hazm al-Andalusi, al-Muhalla: Pemerdekaan Hamba Sahaya, Katabah, Warisan,
Warisan, Wasiat, Imamah, Keputusan Hukum dan Kesaksian, (Terj: Andi dan Amir), Jilid 12,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 437.

*%Aden Rosadi dan Siti Ropiah, Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama Melalui Wasiat
Wajibah, “Jurnal Islamia”. Vol. 2, No. 3, (Juni 2009), him. 2.
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Wahbah al-Zuhaili juga mengulas masalah tersebut dengan cukup baik.
Ia menyebutkan sebagian ulama fiqih seperti Ibn Hazm al-Zahiri, al-Thabari,
dan Abu Bakr bin Abdul Aziz dari golongan Hambali berpendapat, wasiat
adalah kewajiban yang bersifat utang dan pemenuhan untuk kedua orang tua
serta kerabat yang tidak bisa mewarisi. Karena, mereka terhalang untuk bisa
mewarisi atau karena ada sesuatu yang menghalangi mereka seperti perbedaan
agama. Jadi, jika mayit tidak mewasiatkan sesuatu untuk para kerabat maka ahli
waris atau washi harus mengeluarkan sesuatu dengan ukuran yang tidak
dibatasi, yang diambilkan dari harta peninggalan mayit, lalu memberikannya
kepada kedua orang tua yang bukan ahli waris tersebut.’’

Dalil yang digunakan kelompok ini mengacu pada QS. al-Baqarah [2]
ayat 180 sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan redaksi ayat yang

menjadi pusat perhatian mereka adalah:

a
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Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat
untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma ruf.

Bagi kelompok ini, ayat di atas menjadi pijakan utama tentang wajibnya
wasiat. Hanya saja, kewajiban tersebut kemudian di elaborasi kepada beberapa

pihak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2. Ulama yang memandang wasiat sunnah
Menurut pendapat ini, QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sudah dihapuskan

oleh ayat-ayat Alquran tentang warisan, di antaranya QS. al-Nisa’ ayat 7:

O3]l 35 & L 0y Sl dls o]l 35 & L Jul

S'Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 245.
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Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.

Setelah hukum wasiat wajibah pada QS. al-Bagarah [2] ayat 180 di
nasakh maka tetaplah hukum wasiat menjadi sunnah untuk diberikan kepada
ahli waris yang tidak memiliki bagian warisan. Ulama yang berafiliasi
mengambil pendapat ini adalah jumhur ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan mazhab Hambali.’> Menurut pendapat ini, wasiat hanya
dihukumi sunnah saja, dan hukum wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli
waris yang sudah mendapatkan hak bagian tertentu. Sementara kepada ahli
waris yang terhalang, maka pewaris boleh dan sunnah mewasiatkan hartanya
tidak melebihi sepertiga harta.>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama masih
tidak padu di dalam menanggapi ketentuan hukum wasiat. Sebagian kecil ulama
seperti telah dikutip di atas menyebutkan wasiat wajib dilaksanakan. Dalil yang
menjadi sandarannya adalah QS. al-Baqgarah [2] ayat 180. Sementara itu, jumhur
ulama mazhab memandang wasiat hanya disunnahkah saja, bukan wajib. QS. al-
Baqarah [2] ayat 180 yang menjadi sandaran ulama sebelumnya dipandang
sudah dihapus (nasakh) oleh ayat-ayat mawaris, sehingga hukum wajib pada

ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

*Wahbah al-Zuhaili, Figih..., hm. 158.
>Sayyid Sabiq, Figih..., hlm. 457.



BAB TIGA
STUDI PENDAPAT MUHAMMAD ABU ZAHRAH
TENTANG WASIAT WAJIBAH

A. Profil Muhammad Abua Zahrah

Muhammad Aba Zahrah mempunyai nama lengkap al-Imam Muhammad
Ahmad Mustafa Abu Zahrah.! Sebutan di akhir namanya dibubuhkan pula
dengan Mustafa bin Ahmad bin Abdulla'lh,2 sehingga Abu Zahrah mempunyai
nama yaitu Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad bin Abdullah.?
Muhammad Abt Zahrah adalah ulama berpengaruh di abad ke-19, memiliki
ilmu yang luas, akhlak yang mulia, pendirian yang tegas dan memiliki
keberanian yang kuat. Abli Zahrah dilahirkan di desa Mahallah Kubra, Mesir
bagian Barat, pada tanggal 6 Zulga’idah 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal
29 Maret 1898 Masehi.”

Riwayat pendidikannya berawal dari keluarganya yang sangat agamis
dan memiliki kepedulian tinggi terhadap ilmu, kemudian mengirimkan Abi
Zahrah untuk belajar di salah satu taman pendidikan sehingga Abui Zahrah
mengenal baca tulis Alquran dan mampu menghafalkannya. Setelah itu dia
melanjutkan belajar pada Madrasah al-Ahmadi, yaitu di kota Tanta selama 3
tahun, kemudian Abu Zahrah melanjutkan studinya ke Sekolah Kehakiman
Syariat pada tahun 1916.° Setelah 8 tahun di sekolah itu dan berhasil

mendapatkan kesarjanaan di bidang kehakiman syariah, tepatnya pada tahun

'Fadl Hasan ‘Abbas, Tafstr wa al-Mufassiriin: Asdsiyyatuh wa Ittijghatuh wa
Mandahijuh fi al-‘Asr al-Hadis, Juz’ 2, (Yordania: Dar al-Nafa’is, 2016), him. 366.

’Muhammad Abu Zahrah, al- ‘Aldgat al-Dawliyyah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1995), him. 3.

*Muhammad Abii Zahrah, al-Takaful al-Ijtima’i fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1991), him. 5.

*Syahrullah, Nuansa Fighiyah dalam Zahrah al-Tafasir. “Bayan: Jurnal Studi Alquran
dan Tafsir”. Vol. 1. No. 2. (Desember 2016), him. 132.

*Muhammad Badrun, Mengenal Muhammad Abii Zahrah sebagai Mufassir. “Jurnal At-
Ta’dib”. Vol. 6, No. 1, (Juni 2011), hlm. 83.
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1924, dia melanjutkan ke Universitas Darul Ulum sampai akhirnya
mendapatkan ijazah Diploma pada tahun 1927. Abu Zahrah aktif mengajar
beberapa sekolah sehingga akhirnya pada tahun 1933 dia diangkat menjadi
pengajar di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, hingga menjadi dekan,
kemudian pensiun pada tahun 1958. Pada tahun 1962 dia terpilih menjadi
anggota “Lembaga Research Islam” yang bertempat di Kairo.°

Abu Zahrah dikenal sebagai seorang intelektual, pakar hukum Islam, dan
penulis produktif yang unggul. Kiprahnya dalam bidang akademis juga cukup
cemerlang. Dia pernah menjabat sebagai anggota Akademi Penelitian Islam al-

7 Ab@i Zahrah telah meninggalkan warisan yang

Azhar, Kairo, Mesir.
mengesankan dalam bidang intelektual dan dedikasi untuk tujuan mulia. Dia
adalah seorang pria yang memiliki prinsip dan bertindak atas apa yang ia
ajarkan. Rekan-rekan, mahasiswa, dan orang-orang yang akrab dengan karya
Abi Zahrah memiliki rasa kagum dan hormat terhadap sosok tokoh ahli hukum
syariah tersebut.

Kariernya dimulai dengan mengajar bahasa Arab di sekolah menengah
dan memperoleh posisi di Sekolah Hukum Universitas Kairo. Kampus tempat ia
melanjutkan mengajar bahasa Arab dan perbandingan agama. la juga menulis
buku pertamanya yang berjudul Ushul al-Khitabah (Prinsip Retorika).
Kemudian pada 1933, ia bergabung dengan staf pengajar Fakultas Ushul al-Din
al-Azhar Kairo, Mesir, khususnya dalam bidang teologi Islam dan pemikiran. la
juga bergabung di fakultas hukum di universitas yang sama, khususnya dalam
bidang hukum sipil. Namun, fokus utama Abii Zahrah tetap di syariah.®

Abii Zahrah mulai mempelajari Alquran saat masih remaja. Abu Zahrah

mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada pemerintahan otoriter di semua

*Muhammad Badrun, “Mengenal..., him. 83.
"Muhammad Badrun, “Mengenal..., him. 83.

*Nashih Nashrullah, “Muhammad Abu Zahrah”. Diakses melalui situs: https://www
.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah, tanggal 22
April 2020.
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tingkatan. Sifat-sifat ini tercermin dalam kehidupan dewasanya. Abii Zahrah
memiliki keberanian menyuarakan apa yang menurutnya benar. Prestasinya
dalam bidang akademik terlihat saat mengikuti ujian masuk lembaga peradilan
di Gharbia Governorate pada 1916. Saat itu, ia memperoleh nilai ujian masuk
tertinggi meskipun usianya lebih muda dari rekannya dan belum memiliki
pengalaman.

Sekolah yang dirancang untuk pelatihan hakim ini didirikan pada 1907.
Para peserta didik juga akan dibekali dengan kualifikasi yang sesuai dalam
hukum Islam dan keterampilan praktis untuk mengambil janji sebagai hakim
Syariah di Mesir. Abti Zahrah berguru kepada beberapa ulama terkenal, seperti
Abd al-Wahhab Khallaf, Syekh Ali al-Khafif, dan Abd al-Aziz al-Kuli. Ia tidak
pernah belajar di Eropa atau di sekolah Barat yang ada di Mesir. Karena itulah,
ia mendapat kritikan tajam dari orientalis sebagai cendekiawan dan ulama yang
memiliki pemahaman dangkal terhadap Barat.’

Abd al-Halim Mahmiid, mantan Syekh al-Azhar, mengatakan setiap kali
ada masalah di akademi penelitian, Abli Zahrah akan berkonsultasi dan
fatwanya diminta untuk memenangkan permasalahan yang ada. Abii Zahrah
memiliki pandangan yang pasti dan berprinsip, masalah-masalah seperti
larangan riba, ia pikir diperlukan untuk melindungi kesejahteraan Muslim. la
memberikan fatwa tentang isu-isu gender yang cenderung terombang-ambing
antara posisi egaliter dan konservatif. Ia memiliki pandangan yang negatif
tentang program keluarga berencana dan asuransi kendaraan. Namun, ia
berpendapat bahwa seorang perempuan dapat diizinkan bekerja di luar rumah
jika memperoleh izin dari suami mereka. Abli Zahrah merupakan pendukung
demokratis di bawah aturan hukum. Setelah mengkritik Presiden Jamal 'Abd al-
Nasser atas perlakuan kasar terhadap Ikhwanul Muslimin. Abii Zahrah

Nashih Nashrullah, “Muhammad Abu Zahrah”. Diakses melalui situs: https://www
.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah, tanggal 22
April 2020.
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menyumbangkan pemikiran dan keilmuannya untuk kebangkitan budaya Islam,
yakni dengan mulai untuk patuh terhadap tiga prinsip dan ajaran Alquran dan
Sunah. Prinsip tersebut, yaitu dakwah baik dan pencegahan kejahatan (a/-amr
bi al-ma’riif wa nahy an al-munkar), kerendahan hati dan moderasi (haya’), dan
penyembunyian imoralitas dan deklarasi perilaku saleh (satr al-radda’il wa
kasyf al-fada’il)."

Ketokohan Abu Zahrah merupakan seorang ulama, pejuang, mandiri,
ahli figih dan ijtihad, berwibawa, serta menghabiskan umurnya untuk
menyebarkan Islam. Ia memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di
Timur dan Barat. Abii Zahrah adalah orang yang pertama kali mengajar di
Fakultas Hukum Universitas Kairo sejak didirikan, dan ia orang pertama
membuka jurusan Syariah Islam dan mengajar tanpa upah. Banyak guru besar
yang ikut berpartisipasi seperti Muhammad al-Arabi, Muhammad Qutb,
Muhammad Yasuf Misa, dan lainnya.''

Melalui keluasan ilmu yang ia miliki, Abli Zahrah cukup banyak menulis
kitab, dan termasuk ulama produktif abad 20. Sebagai seorang penulis produktif,
Abt Zahrah telah mewariskan kekayaan intelektual yang tak bernilai buat kaum
muslimin. Lebih dari 50 (lima puluh) kitab yang ia tulis meliputi berbagai
bidang ilmu, baik fikih, ushul fikih, tafsir, pemikiran Islam, biografi para ulama
mazhab dan pemikiran fikih mazhab, maupun di bidang dakwah Islam dan
pemerintahan Islam. Selain dalam bentuk buku cetak, terdapat banyak artikel
yang ia tulis dalam berbagai kesempatan dan bidang ilmu pengetahuan. Di
antara kitab-kitab beliau adalah:

a. Zahrah al-Tafasir (bidang tafsir).
b. Syarh Qaniin al Wasiyyah (bidang hukum keluarga).

""Nashih Nashrullah, “Muhammad Abii Zahrah”. Diakses melalui situs: https://www
.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah, tanggal 22
April 2020.

"Hery Mohammad dkk., Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, Jakarta:
Gema Insani Press, 2006), hIm. 158-159.
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o

. Al-Ahwal al-Syakhsiyyah (bidang hukum keluarga).

d. Tanzim al-Usrah wa Tanzimal Nasl (bidang hukum keluarga).

[¢]

. Al-Milkiyyah wa Nazariyyyat al ‘Aqd fi al-Syari’ah al-Islamiyyah
(bidang akad muamalah).

f. Al-Jarimah wa al-‘Ugiibah fi al-Figh al-Islami (bidang hukum pidana).

g. Muhadarat fi Masadir al-Figh al-Islami (bidang fikih).

h. Usil al-Figh (bidang ushul fikih)

. Falsafah al-‘Uqubah fi al-Figh al-Islami (bidang hukum pidana).

—

. Mugaranah al-Adyan (bidang perbandingan agama).

W‘ —.

. Al-Mazahib al-Islamiyyah fi ‘Aga’id wa al-Figh (sejarah ulama mazhab).
. Tarikh al- Mazahib al-Islamiyyah (bidang sejarah ulama mazhab).
m. Abii Hanifah, Malik, Al-Syafi’t, Ibn Hanbal, 1bn Hazm Hayatuh wa

Asruh wa Ara’uh al Fighuh (bidang sejarah ulama mazhab).

n. Al-Aqidah al-Islamiyyah (bidang akidah).
0. Al-‘Alagat al-Dawliyyah fi al-Islam (bidang pemerintahan Islam).
p. Al-Da’wah Ila al-Islam (bidang dakwah).
q. Al-Wihdah al-Islamiyyah (bidang sosial kemasyarakatan Islam)."?

Selain kitab di atas, masih banyak kitab lainnya, baik sebelum maupun
sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Memperhatikan buah pemikiran
Abii Zahrah di atas, tampak bahwa Abii Zahrah menguasai berbagai cabang dan
bidang ilmu terapan, mulai bidang muamalah, bidang jinayat atau hukum
pidana, hukum keluarga, akidah, hingga tafsir Alquran. Ini memberi indikasi
bahwa Abii Zahrah memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi dalam ranah

keulamaan di abad 20."° Abt Zahrah wafat di akhir tahun 1973 Masehi, awal

“Muhammad Abu Zahrah, al-Da’wah Ila al-Islam, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1991), hlm. 95-96.

BMohammad Mufid, Belajar dari Tiga Ulama Syam, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2015), hlm. 102.
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tahun 1974 Maschi yaitu di Universitas Kairo.'"* Abii Zahrah wafat belum
sempat menyelesaikan kitab tafsir yang tengah ia tulis. Dalam catatan Hosen,
Abii Zahrah wafat saat sedang menulis tafsir pada surat al-Naml ayat 19."

B. Pandangan Muhammad Abu Zahrah Tentang Wasiat Wajibah

Di bagian awal penelitian ini cukup jelas dikemukakan, bahwa para
ulama masih tidak padu dalam menanggapi ketentuan hukum wasiat wajibah.
Sebagian ulama menyebutkan wasiat itu wajib dilaksanakan. Sementara itu,
jumhur ulama mazhab memandang wasiat hanya disunnahkan saja, bukan wajib.
Mengikuti dan menimbang pendapat jumhur ini, maka tidak ada yang
dinamakan dengan wasiat wajibah, sementara untuk sebagian kecil ulama masih
memandang adanya hukum wasiat wajib yang diberikan kepada orang-orang
tertentu. Pendapat yang terakhir inilah kemudian berkembang apa yang disebut
dengan wasiat wajibah. Salah satu tokoh yang masih mengakui keberadaan atau
eksistensi wasiat wajibah ini adalah Muhammad Abu Zahrah.

Dalam beberapa tulisannya, Muhammad Abti Zahrah memahami adanya
suatu keadaan di mana seseorang bisa ditetapkan kewajiban wasiat yang
diberikan kepada orang-orang tertentu. Abii Zahrah sebetulnya mengakui bahwa
di dalam hukum Islam, hukum asal wasiat itu bukanlah wajib, akan tetapi
termasuk hukum ikhtiyari, yaitu pilihan. Ketika wasiat ini sebagai pilihan, maka
seseorang boleh saja memilih untuk berwasiat, dan boleh juga tidak memilihnya.
Berkaitan dengan ini, Muhammad Abi Zahrah menyinggungnya dalam kitab:

“Ahkam al-Tirkat al-Mawaris™:
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"“Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, Hukum Internasional, Hukum Islam,
(Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 231.

"Nadirsyah Hosen, Tafsir Alquran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci
pada Era Media Sosial, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), hlm. 58.

"“Muhammad Aba Zahrah, Ahkam al-Tirkat al-Mawaris, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1963), hlm. 244.
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Pada asalnya wasiat itu adalah pilihan, dan bukanlah dari padanya wajib
berdasarkan ketetapan hukum.

Di dalam keterangannya yang lain, Abt Zahrah menyinggung bahwa
dari sisi hukum, wasiat itu pada asalnya dibolehkan (mubah), namun ada
kalanya pula menjadi makruh, wajib, bahkan menjadi haram seperti jika wasiat
ditujukan untuk kemaksiatan.'” Meskipun status asal wasiat adalah pilihan bagi
siapapun saja dan dianggap mubah secara asal syarak, maka dalam keadaan
tertentu wasiat itu bisa diwajibkan karena ada sebab yang mendasarinya dari
awal. Kewenangan dalam menetapkan adanya wasiat wajibah menurut
Muhammad Abu Zahrah ialah tidak untuk semua ahli waris. Dalam hal ini,
pihak penerima wasiat wajibah ialah cucu yang kematian ayahnya lebih dahulu
dari kakeknya. Kasusnya adalah seseorang meninggal dengan meninggalkan
cucu laki-laki ataupun perempuan dari anaknya laki-laki yang lebih dulu
meninggal dunia. '®

Menurut Muhammad Abt Zahrah syarat seseorang bisa memperolah
harta wasiat wajibah adalah posisinya harus sebagai cucu dari anak laki-laki
yang telah meninggal dunia lebih dulu dari kakeknya. Dalam kasus semacam
ini, cucu yang mendapat harta wasiat tersebut disyaratkan tidak memiliki bagian
tertentu dari harta warisan kakeknya karena terhalang oleh pamannya. Hanya
saja apabila cucu tersebut memperoleh bagian warisan, maka cucu tersebut tidak
lagi mendapatkan wasiat wajibah."

Kasus di atas agaknya sama dalam kasus apa yang disebut dengan patah
titi atau oleh masyarakat Aceh disebut patah tutu.*® Secara sederhana, patah tutu

bermakna broken linkage (pertautan yang rusak atau putus) dan missing link

""Muhammad Aba Zahrah, Syarh Qaniin al-Wasiyyah, (Kairo: Maktabah al-Anjala al-
Misriyyah, 1950), him. 197.

"Muhammad Aba Zahrah, Tanzim al-Islam li al-Mujtama’, (Kairo: Dar al Fikr al-
‘Arabi, 1965), him. 138.

Muhammad Abiu Zahrah, Tanzim al-Islam..., hlm. 138: Lihat juga dalam, Muhammad
Abii Zahrah, Syarh Qanan..., him. 197.

M. Yahya Mansur, Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan, (Jakarta: Pustaka
Grafika, 1988), hlm. 97.
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atau tautan yang hilang.*’ Dalam catatan Fauzi, disebutkan bahwa patah titi
merupakan keadaan di mana seorang ashab al-furud (ahli waris yang
mendapatkan bagian warisan tertentu) ditinggal mati oleh penghubungnya
dengan muwaris (atau orang yang meninggal dunia atau si pemilik harta
waris).”” Penghubung yang dimaksud di sini ialah anak dari seorang yang
sedang meninggal dunia. Kasus patah titi ini terjadi karena si cucu memiliki
posisi ahli waris, akan tetapi terhalang oleh karena adanya saudara dari ayahnya
yang masih hidup atau paman si cucu tersebut.

Bagi Abu Zahrah, kasus semacam ini tidak dapat dibebaskan dari
hukum. Sebab, yang akan rugi dalam kasus ini adalah si cucu, atau paling tidak
pihak cucu tidak mendapatkan harta ayahnya yang merupakan harta warisan
kakeknya, sebab ayahnya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada
kakeknya. Jika cucu tidak mendapatkan apa-apa dari harta kakeknya, baik
karena warisan maupun karena wasiat, maka hal ini terasa sangat tidak adil bagi
si cucu. Apalagi jika harta kakek cukup besar jumlahnya, maka setidaknya cucu
bisa mendapatkan harta melalui jalan wasiat wajibah.

Selain cucu, Muhammad Abu Zahrah memandang bahwa orang yang
bisa mendapatkan harta melalui jalan wasiat wajibah adalah para karib kerabat
yang tidak mendapatkan bagian warisan. Bagi Abili Zahrah karib kerabat yang
terhalang mendapat bagian warisan bisa diberikan bagian warisan pewaris yang
meninggal dunia melalui jalan wasiat wajibah. Ini dipahami dari salah satu

tulisannya yang berbunyi berikut ini:

ol e e el JU e e clacl Jod

' Arskal Salim, Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism,
(Skotlandia: Edinburg University Press, 2015), 131.

**Fauzi, The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and its Solution in Aceh
Tengah, “Studia Islamika”, Volume 26, Nomor 1, (2019), hlm. 33.

“Muhammad Abii Zahrah, Syarh Qanin..., him. 221.
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Dan dinyatakan bahwa dengan memberikan sebagian dari harta orang
yang telah meninggal kepada ahli karib kerabat yang bukan pihak
penerima warisan.

Pendapat Abtu Zahrah tersebut merupakan salah satu dari pandangan
yang berkembang dalam ranah fikih. Sebagian ulama memang memandang
bahwa ahli waris yang terhalang oleh syarak untuk mendapatkan bagian warisan
bisa diberi harta warisan pewarisan melalui jalan wasiat.** Terdapat ulama yang
memandang masih adanya ketentuan wasiat yang wajib diberikan pada kedua
orang tua. Bagi ahli waris yang terhalang oleh syarak untuk mendapat bagian
waris bisa diberikan harta tersebut melalui jalan wasiat. Sebagian ulama masih
tetap mempertahankan kedudukan hukum wasiat tersebut sebagai sesuatu yang
wajib. Tetapi ditujukan kepada kedua orang tua yang tidak mendapatkan harta
warisan, seperti orang tua dan kerabat yang berbeda agama atau sebagai hamba
sahaya.” Termasuk ulama yang memandang masih eksisnya hukum wasiat
wajibah adalah Abu Zahrah.

Pendapat Abii Zahrah tentang kewajiban memberikan harta melalui jalan
wasiat wajibah kepada cucu yang terhalang mendapatkan bagian warisan dan
ahli kerabat lainnya sebetulnya telah dipegang oleh ulama-ulama pendahulunya.
Abii Zahrah sendiri mengulas masalah wasiat wajibah dengan menuturkan
beberapa pendapat para ulama. Salah satu ulama yang ia pegang adalah Ibn
Hazm al-Zahiri (384 H/994 M-456/1064 M),*® adalah salah seorang ulama

terkemuka bermazhab al-Zahiri yang awalnya ia bermazhab Maliki.”” Abi

**Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Cet. 5, Jilid 1, (Singapura:
Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 412-413.

BM. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah,; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Cet.
3, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), him. 398.

*Ibn Hazm al-Andalusi, al-Nabzah al-Kafiyah fi Ahkam Usil al-Din, (Beirut: Dar al-
Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), him. 4.

2"Moh. Bahruddin, “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm”.
Jurnal Al-‘Adalah. Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 185-186: Nama lengkap Ibn Hazm al-Zahirt
adalah Alf ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Salih ibn Khalaf bin Mu’dan bin
Sufyan ibn Yazid bin al-Farisi al-Andalusi. Lihat, Ibn Hazm al-Andalusi, al-Nabzah ..., him. 3.
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Zahrah mengulas dengan cukup baik keterangan Ibn Hazm al-ZahirT ini tentang
wasiat wajibah dan menjadi pilihan pendapatnya.?®

Penyaluran harta wasiat—termasuk wasiat wajibah—ini harus dilakukan
setelah pewaris meninggal dunia.” Mesti diperhatikan bahwa wasiat wajibah ini
harus dilakukan meskipun pewaris menginginkannya ataupun tidak. Di dalam
hal ini seperti kewajiban pelaksanaan pemberian harta wasiat wajibah kepada
furu’ (cabang) berupa cucu yang kematian ayahnya lebih dulu baik kematian itu
secara hakiki (hagiqan) ataupun secara hukum (hukman) yaitu hilang.*® Dengan
begitu dapat dipahami bahwa pengerjaan wasiat wajibah ini wajib dilakukan
walaupun si pewaris tidak menginginkannya.

C. Dalil dan Metode Istinbat Hukum Digunakan Muhammad Aba Zahrah
dalam Menetapkan Hukum Wasiat Wajibah

Sudah menjadi kebiasaan dalam kajian-kajian fikih (hukum Islam)
bahwa para ulama dalam memberikan argumentasi pendapatnya disertakan
dengan dalil- dalil hukum yang menjadi dalil sandarannya. Tidak terkecuali Abi
Zahrah, ia juga mengulas beberapa dalil yang mendukung pendapatnya tentang
keharusan adanya wasiat wajibah kepada cucu dalam kasus patah titi dan karib
kerabat yang secara syarak terhalang mendapatkan bagian warisan pewaris.
Dalil yang umum dipakai oleh ulama—termasuk Abt Zahrah—dalam
menetapkan adanya wasiat wajibah adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 180-182.
Ayat ini boleh dikatakan sebagai basis utama para ulama dalam mengembalikan

hukum wasiat wajibah bagi sanak atau karib kerabat.
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*Muhammad Aba Zahrah, Syarh Qanin..., him. 221.
*Muhammad Abii Zahrah, Ahwal Syakhsiyah, (Kairo: Dar Fikr Arabi, 1950), hlm. 451.
**Muhammad Ab@i Zahrah, Ahkam al-Tirkat..., him. 244,
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Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat
untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang
mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya
dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguh Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa
kawatir atas orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat
dosa, lalu ia mendamaikan antara mercka, maka tidaklah ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. al-Bagarah [2]: 180-182).

Ketiga ayat di atas secara prinsip memiliki keterhubungan dan
munasabah satu sama lain. Oleh banyak ulama memandang ayat di atas
diturunkan sebelum ayat-ayat tentang warisan. Menurut Tafsir Ibn Abbas,”'
dinyatakan bahwa ayat di atas menunjukkan maksud warisan kepada kedua
orang tua dan mengakui wasiat untuk karib kerabat. Hanya saja, ta’wilnya
kemudian berubah, di mana wasiat itu diberikan pada kerabat yang tidak
mendapatkan warisan.”* Ini bermaksud bahwa hukum kepada karib kerabat
sebagaimana tersebut dalam ayat sudah dikhususkan hanya jika karib kerabat itu
memiliki kedudukan ahli waris, akan tetapi terhalang lantaran adanya hukum
yang menetapkan keterhalangannya. Boleh jadi terhalang itu disebabkan karena
berposisi sebagai mahjub (orang terhalang karena ada ahli waris lain yang
memiliki posisi lebih dekat atau lebih berhak) ataupun karena hal-hal lain yang
secara syarak karib kerabat itu sudah tidak bisa lagi diberikan harta melalui jalan

warisan.

1 Ali bin Abu Thalhah, Tafsir Ibn Abbas, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him.
113.

*2Ali bin Abu Thalhah, Tafsir Ibn..., hlm. 113,
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Demikian juga dalam Tafsir Ibn Mas’ud merupakan salah satu kotoh
tafsir sahabat selain Ibn Abbas sebelumnya,* bahwa wasiat itu diberikan kepada
orang yang miskin dan seterusnya yang lebih miskin.** Riwayat ini
menunjukkan harta wasiat itu secara prinsip diberikan kepada seseorang yang
secara ekonomi berada pada tingkat miskin. Dalam konteks ini, yang
dimaksudkan tentu kepada kerabat yang miskin.

Jika ditelurusi, ulama agaknya masing tidak padu dalam menanggapi
ayat tersebut, apakah masih berlaku untuk wasiat kepada orang tua dan kerabat
atau tidak?. Secara khusus, Abii Zahrah memahami ayat di atas masih tetap
berlaku. Artinya, hukum wasiat pada ayat tersebut masih tetap berlaku pada
karib kerabat yang dekat. Menurut Abll Zahrah, ayat di atas mempunyai
hubungan munasabah dengan ayat sebelumnya tentang gishash, di mana bagi
orang yang ada kelihatan tanda kematian, hendaknya berwasiat saat memiliki
harta yang cukup. Kandungan potongan ayat pertama menerangkan terkait

35

wasiat.” Lafaz kutiba “.s” di dalam ayat di atas menurut Abii Zahrah

mengandung makna fardhiyah atau fardu (wajib) yang dikuatkan. Bagi, Abi

Zahrah lafaz kutiba “.5” membawa maksud fardhu, dan lafaz tersebut sebagai

dalil dari sebuah kewajiban.*® Dalam kesempatan lain, Abii Zahrah
menyebutkan berikut ini:
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3Syukron Affani, Tafsir Alquran dalam Sejarah Perkembangannya, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), hlm. 96.

**Muhammad Ahmad Isawi, Tafsir Ibn Mas’ud, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam,
2009), hlm. 233.

*Muhammad Abii Zahrah, Zahrah al-Tafasir, (Mesir: Dar Fikr Arabi, 1987), him. 541.
**Muhammad Aba Zahrah, Zahrah al-Tafasir..., hlm. 541.
*"Muhammad Abii Zahrah, Syark Qanin..., him. 221.
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Maka sesungguhnya kandungan ayat yang mulia tersebut (maksudnya
QS. al-Bagarah [2] ayat 180) adalah ketetapan tentang kewajiban wasiat
atas kedua orang tua dan karib kerabat. Karenanya ibarah syar’iyah dari
pada hukum wasiat melalui firman Allah Swt dengan lafaz “kutiba”,
merupakan penunjuk dalil pada sesuatu yang fardu, dan adapun
keterangan ayat pada firman Allah Swt “hagqan ala muttaqun”
merupakan sebuah lafaz penguat sebagai penunjuk dalil pada sesuatu
yang diwajibkan.

Mengikuti kutipan di atas, Abi@ Zahrah secara prinsip hendak
menegaskan kembali bahwa informasi hukum yang dibawa di dalam ayat di atas
menunjukkan ke dalam makna wajib. Sehingga, wasiat yang ditetapkan QS. Al-
Baqarah [2] ayat 180 merujuk kepada wasiat yang diwajibkan atau wasiat
wdajibah. Hal ini bermula dari pemahamannya atas pola lafaz yang digunakan

Alquran adalah dengan lafaz “_s” dan “ &l | &”. Kedudukan lafaz kutiba pada

QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sama dengan lafaz kutiba dalam QS. al-Baqarah [2]
ayat 178 tentang kewajiban penegakan gishash, ayat 183 tentang kewajiban
puasa. Lafaz kutiba tersebut di dalam ilmu Ushul Figh berkedudukan sebagai
lafaz amr (perintah) yang merujuk pada bentuk perintah dengan lafaz fi’il madi
(lafaz yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau). Dengan begitu, karena
lafaz kutiba masuk dalam salah satu bentuk lafaz amr, maka dapat diterapkan
kaidah umum yang menunjukkan bahwa tiap lafaz amr menunjukkan pada
isyarah makna wajib. Abl Zahrah sendiri dalam salah satu kitabnya
menyebutkan setiap perintah menunjukkan pada hukum wajib kecuali ada dalil
yang menunjukkan selainnya. Maknanya, semua bentuk perintah itu merujuk

pada makna wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya:
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Maka setiap perintah (amr) itu (menunjukkan) pada (makna) wajib
kecuali apabila datang nash yang mendalilkan kepada selainnya (makna
wajib).

38Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: Hayatuh wa ‘Isruh, Ara’uh wa Fighuh, (Kairo:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1954), hlm. 343.
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Dalam kesempatan yang lain, Abt Zahrah juga mengulas bahwa lafaz
amr itu membawa pada makna wajib, dan adakalanya memang menunjukkan
kepada makna sunnah (nadb).” Dalam konteks QS. al-Bagarah [2] ayat 180,
lafaz kutiba tersebut menurut Abii Zahrah memberikan indikasi wajib. Oleh
sebab itu, redaksi ayat: “os,udl ooV oA Lo e 35 oS3l ST e 1§ K 87 tentang
wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat masih eksis dan tetap
bermakna wajib sepanjang tidak ada dalil yang menegaskan kepada makna lain
selain makna wajib, misalnya pada makna hukum sunnah (nadb) dan lainnya.

Bagi Abu Zahrah, wasiat wajibah atau wasiat fardhiyyah yang terdapat
di dalam ayat tersebut ditujukan hanya kepada karib kerabat yang tidak
mempunyai bagian warisan lantaran terhalang oleh syarak, dan syarat yang lain
adalah karib kerabat yang lemah secara ekonomi. Syarat lemah secara ekonomi
ini ditegaskan oleh Abu Zahrah untuk memberikan batasan bahwa kerabat yang
mampu secara ckonomi tidak memiliki hak wasiat wajibah  dari
pewaris,meskipun syarat mahjub telah terpenuhi. Kaitan hal ini dapat dipahami
satu komentar Abli Zahrah terhadap QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sebelumnya:
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Bahwa kewajiban ini (maksudnya kewajiban berwasiat) ditetapkan pada
kerabat (yang secara ekonomi) lemah yang tidak memiliki hak dari harta
warisan pewaris.

Dalam kutipan di atas, Abu Zahrah pada dasarnya memberikan
keterangan tambahan atas dalil QS. al-Baqarah [2] ayat 180. Ayat ini hanya
mengemukakan kewajiban berwasiat kepada karib kerabat, tanpa mensyaratkan
karib kerabat itu dari kalangan miskin atau paling tidak dalam kondisi ekonomi

yang lemah. Dalam hal ini, AbG Zahrah menetapkan syarat bagi karib kerabat

**Muhammad Abi Zahrah, ‘Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm.
177.

““Muhammad Abu Zahrah, Tanzim al-Islam..., him. 139.
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yang mendapatkan harta wasiat wajibah harus dari kalangan yang lemah secara
ekonomi, juga harus dari sebagai ahli waris yang terhalang.*!

Adapun kepada ibu-bapak tidak berlaku lagi wasiat wajibah. Ini karena
orang tua telah mendapatkan bagian pasti dari harta warisan anak-anaknya tanpa
harus terhalang oleh siapapun. Ayah atau ibu sepanjang anak-anaknya
meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan, mereka tetap mempunyai
bagian tertentu dari harta warisan anaknya itu. Oleh karena itu, hukum wasiat
wajibah bagi Abii Zahrah hanya ditujukan kepada seseorang yang berkedudukan
sebagai ahli waris, namun terhalang atau terhijab (mahjub) oleh ahli waris yang
lebih dekat atau lebih berhak.

Dalil lainnya yang digunakan Abi Zahrah merujuk pada ketentuan

riwayat hadis dari Bukhari sebagai berikut:
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Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan
pada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah
Saw bersabda: Tidak dibenarkan seorang muslim yang mempunyai suatu
wasiat melewatkan dua malam kecuali wasiatnya itu ditulisnya di
sisinya.

Makna “&” pada lafaz “ 4 ::5 4 fei 55 4 &7 bermakna 28 artinya bukan
atau tidak. Adapun makna lafaz “i.;; ¥ pada hadis di atas yaitu saat tidur

wasiat nya harus sudah tertulis di dekatnya.*® Hadis ini digunakan dalam kaitan

dengan informasi keharusan membuat wasiat terhadap harta yang dimiliki.

“'Muhammad Aba Zahrah, Tanzim al-Islam..., him. 139.
*2Abi ‘Abdillah al-Bukhari, Sahth al-Bukhari, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 527.

“Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi ma Ittafaga Alaih al-
Syaikhan al-Bukhari wa Muslim, (Terj: Muhammad Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur),
(Jakarta: Beirut Publishing, 2015), him. 633.
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Menurut Abt Zahrah, bagi siapa saja yang memiliki harta, maka idealnya dia
mewasiatkannya pada orang lain, namun bagi siapa saja yang tidak
menginginkannya, maka tidak mengapa tidak diwasiatkannya dan juga tidak
menuliskannya.**

Mengomentari hadis di atas, Abii Zahrah menerangkan bahwa berwasiat
kepada selain kerabat tidaklah wajib, namun kewajiban wasiat dikhususkan
hanya pada kerabat.*> Cukup jelas bahwa Abi Zahrah memosisikan wasiat
kepada kerabat adalah perkara yang wajib hukumnya. Namun, kewajiban
memberikan wasiat itu dilaksanakan di dalam bentuk dan konsep wasiat
wajibah, juga disyaratkan bagi kerabat yang diberi harta wasiat itu posisinya
harus sebagai ahli waris yang terhalang (mahjub) dan kerabat yang berada pada
tingkat ekonomi lemah.

Memperhatikan dalil-dalil yang digunakan Abii Zahrah sebelumnya, juga
terhadap komentarnya terhadap dalil-dalil yang ada maka diduga kuat Abi
Zahrah menggunakan metode istinbat bayani. Metode 1jtihad bayani merupakan
satu cara istinbat (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada
kaidah-kaidah lughawiyyah (kebahasaan) atau makna lafaz.*® Dalam makna lain,
metode istinbat bayani—atau ada juga yang menggunakan istilah metode
lughawiyyah—adalah metode istinbat dengan menekankan kepada pemahaman
terhadap kaidah-kaidah kebahasaan.*’

Model penalaran istinbat bayani ini memang cukup luas, misalnya
analisis terhadap kaidah-kaidah kebahasaan seperti gath i dan zanni, mutlag dan

muqayad muhkam dan mutasyabih, nahyi dan amar, ‘am dan khas, dan lain

*Muhammad Aba Zahrah, Zahrah al-Tafasir..., hlm. 542.
“Muhammad Aba Zahrah, Syarh Qaniin..., hlm. 222-223.

*Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan
Sosial, 2004), hlm. 112.

YAl Yasa’ Abubakr, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul
Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.
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sebagainya.”® Dalam konteks ini, metode istinbat bayani yang digunakan Aba
Zahrah terlihat pada saat ia menguraikan beberapa lafaz yang ada dalam QS. al-

Bagarah [2] ayat 180. Di antaranya tentang lafaz “_” yang menunjukkan pada
lafaz amr ataupun perintah yang bermakna wajib. Kemudian, jumlah lafaz “ \ ¢
- yang bermakna sebagai penguat bahwa wasiat pada orang tua dan ahli

kerabat diwajibkan bagi seseorang yang diketahui akan meninggal dunia.
Penalaran ayat dan makna lafaz sebentuk ini termasuk dalam kategori metode
istinbat bayani. Karena Abu Zahrah berusaha menganalisa kaidah-kaidah
kebahasaan mengenai wajibnya wasiat pada kedua orang tua dan karib kerabat

sebagaimana tersebut dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 180.

D. Pendapat Muhammad Abu Zahrah Wasiat Wajibah Ditinjau dalam
Konteks Kekinian

Konsep wasiat wajibah sepanjang perjalanan perkembangan hukum
Islam di dunia mengalami transpormasi ke arah yang baik. Konsep ini
dikembangkan di dalam ranah hukum dimotivasi oleh keinginan untuk
memberikan hak-hak harta dari pewaris kepada pihak-pihak tertentu yang secara
hukum dipandang wajar dan layak menerimanya. Lahirnya konsep wasiat
wajibah tidak sepenuhnya sebagai produk fikih, namun dasarnya sudah secara
tegas dan jelas dipahami melalui ayat Alquran. Hanya saja, para ulama
kemudian mengembangkan ke arah yang lebih luas.

Gagasan-gagasan tentang pengembangan konsep wasiat wdajibah tersebut
bisa ditelusuri dari beberapa produk fikih yang dikembangkan di berbagai
negara berpenduduk muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam
dan negara negara di Timur Tengah. Secara umum, konsep wasiat wajibah di

berbagai negara berpenduduk muslim ini relatif berbeda-beda. Di Indonesia

“Insan Ansory dan Nur Azizah, Mengenal Tafsir Ahkam, (Jawa Timur: Lentera Islam,
2012), hlm. 28-32.



57

misalnya,* regulasi wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Ini dipahami
dari ketentuan Pasal 209 di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Melalui  Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
136/Pdt.G/2013 /DTA Surabaya juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.
326K/ AG/2015 yang menetapkan putusan bagi anak pewaris yang non-muslim
diberi hak dari harta orang tuanya melalui jalur lembaga wasiat wdajibah.
Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Agung No 51K/AG/1999 tertanggal 29
September 1999, menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam
tetap mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pendistribusian
harta waris pewaris ini dilakukan dengan menggunakan lembaga wasiat
wajibah.”

Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 11 Tahun 2012
tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, pengaturan
wasiat juga dikembangkan ke arah yang lebih revolusioner, di mana anak hasil
zina mungkin sekali mendapatkan harta melalui ayah biologisnya melalui jalur
wasiat wajibah. Penentuan wasiat wdajibah kepada anak zina ini bagian dari
hukuman ta’zir yang ditetapkan kepada ayah biologisnya. Artinya, cara
pemerintah dalam menghukum ayah biologis adalah dengan menetapkan sanksi
ta’zir berupa kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak
biologisnya.

Di beberapa negara Timur Tengah, konsep wasiat wajibah diberikan
pada cucu yang kematian ayahnya lebih dahulu meninggal dunia, sehingga ia
terhalang untuk mendapatkan harta waris dari kakeknya sebab cucu akan

terhalang dengan paman-pamannya atau saudara dari bapaknya. Kasus cucu

*“Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group 2017), hlm. 99.

Y Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum..., hlm. 99.
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yang tidak mendapat harta warisan kakek dinamakan dengan kasus patah titi
(patah tutu).

Berdasarkan beberapa pengaturan wasiat wajibah di atas, dapat dipahami
bahwa terdapat pengembangan konsep wasiat wajibah dari landasan dasarnya,
di mana semula wasiat wa@jibah hanya ke pada ahli kerabat saja (seperti maksud
QS. al-Bagarah [2] ayat 180), kemudian dikembangkan kepada beberapa
golongan yang sama sekali bukan ahli waris, seperti anak zina dari laki-laki
yang menyebabkan ia lahir, anak angkat dari ayah angkatnya atau sebaliknya,
non-muslim dari pihak keluarganya yang muslim. Ini menandakan bahwa
konsep wasiat wajibah tersebut cukup elastis dan lentur sekali, bahkan
dimungkinkan bagi semua keluarga yang terhalang mendapatkan warisan
pewaris bisa mendapatkan harta waris melalui jalan wasiat wajibah.

Kaitan dengan pendapat Abt Zahrah, cenderung relevan dengan konteks
wasiat wajibah yang dikembangkan di dunia Islam saat ini. Bahkan pendapat
Abii Zahrah ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik, misalnya setiap
kerabat yang terhalang mendapatkan harta waris karena posisinya sebagai
mahjub, maka dapat diberikan hak harta melalui jalan wasiat. Hanya saja
keluarga-keluarga yang mendapatkan harta melalui jalan wasiat ini harus
memenuhi kualifikasi, misalnya harus diberikan kepada keluarga yang secara
ekonomi masih kurang atau miskin atau fakir. Selain itu, bisa juga melihat dari
besar tidaknya jumlah harta pewaris yang ditinggalkan.

Pengembangan pendapat Abi Zahrah ini relevan dengan konteks hukum
kekinian. Pendapat Abli Zahrah tentang wasiat wajibah ini cenderung masih
tetap berbasiskan pada ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 180. Artinya,
pengembangan wasiat wdjibah yang selama ini diterima di beberapa negara
muslim, seperti di Indonesia, Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah
bahkan berbeda dengan landasan dasarnya. Oleh sebab itu, apa yang dipahami
dan ditawarkan oleh Abu Zahrah tentang kemungkinan dapat diberikannya harta

melalui wasiat wajibah kepada semua karib kerabat yang terhalang
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mendapatkan bagian warisan dan di dalam keadaan kurang mampu tentunya

cukup relevan dan diterapkan di dalam konteks hukum kekinian.




BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Muhammad Abii Zahrah, pada asalnya wasiat dilaksanakan sebagai
ikhtiyariyah atau pilihan. Hukum asal wasiat adalah boleh, bisa beralih
kepada sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Khusus hukum wasiat wajib
(wajibah), ditetapkan kepada dua pihak, yaitu untuk cucu yang kematian
ayahnya lebih dahulu yang terhalang mendapatkan warisan kakeknya.
Kemudian ahli kerabat lainnya dengan syarat terhalang mendapatkan warisan
atau mahjub, dan ahli kerabat tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang
lemah.

2. Dalil-dalil yang digunakan Muhammad Abu Zahrah dalam menetapkan
hukum wasiat wajibah merujuk pada ayat Alquran dan hadis. Ketentuan
Alquran yaitu merujuk pada QS. al-Bagarah [2] ayat 180-182, yang
memberikan informasi hukum bahwa diwajibkan bagi siapa saja yang ada
tanda kematian untuk dapat berwasiat kepada orang tua dan ahli kerabat.
Kemudian, Abii Zahrah merujuk kepada dalil hadis riwayat al-Bukhari dari
Nafi dan dari Abdullah bin Umar. Hadis ini menjelaskan bahwa ada
keharusan membuat wasiat dan menulisnya di dalam catatan wasiat kepada
ahli kerabat. Komentar AbtGi Zahrah terhadap dalil-dalil tersebut
menunjukkan bahwa metode istinbat yang digunakan ialah metode istinbat
bayani, yaitu melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode ini tampak
pada saat Abii Zahrah menganalisa lafaz “_s” yang menunjukkan pada amr
atau perintah yang bermakna fardhu. Kemudian, jumlah lafaz “.ai | &7
sebagai lafaz yang mengandung indikasi wajib.

3. Pendapat Muhammad Abii Zahrah menyangkut hukum wasiat wajibah telah

sesuai dengan konteks hukum kekinian. Pendapat Abu Zahrah tersebut secara
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prinsip dapat diterapkan bahkan dikembangkan dalam konteks hukum saat
ini. Sebab, cukup banyak saudara atau karib kerabat yang kematian salah satu
dari anggota keluarganya terhalang mendapatkan bagian warisan, padahal
kondisi ekonominya tergolong lemah. Untuk itu, pendapat Abt Zahrah ini
menjadikan hukum wasiat wajibah bisa dikembangkan dalam pembangunan

sistem hukum keluarga Islam kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pendapat Abii Zahrah sebelumnya,

maka dapat disarikan beberapa saran yang menurut penulis sangat penting untuk

dikemukakan, yaitu:

1.

Pendapat Abu Zahrah dalam masalah wasiat wdajibah ini cenderung belum
bisa menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai alasan syar’i mengapa
cucu dalam kasus patah titi mendapatkan bagian harta melalui jalan wasiat
wajibah. Untuk itu, hendaknya ulasan tentang alasan-alasan hukum tentang

keberadaan wasiat wajibah harus dijelaskan secara komprehensif.

. Bagi pemerintah, gagasan pendapat Abu Zahrah tentang wasiat wajibah dapat

diterapkan dan dimasukkan ke dalam qanun atau regulasi peraturan
perundang-undangan, khususnya terhadap pengoperasian harta waris melalui
jalan wasiat kepada ahli kerabat yang terhalang mendapatkan warisan serta
dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Ini dilakukan agar keluarga pewaris

sedikitnya dapat terbantu dari harta wasiat wajibah tersebut.
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